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Kondisi Umum

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) 
sebagai leading sector pemerintah dalam mendukung 
pelaksanaan transformasi digital nasional ke depan perlu 
merencanakan berbagai strategi untuk memperkuat 
tatanan transformasi digital di Indonesia. 

Pada RPJPN 2025–2045 terdapat 8 agenda 
transformasi Indonesia di antaranya transformasi 
sosial; transformasi ekonomi; transformasi 
tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan 
kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya 
dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang 
merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana 
yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta 
kesinambungan pembangunan. Kemudian, 8 
agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah 
pembangunan nasional yang disebut dengan 
Indonesia Emas. Dari ketujuh belas arah 
pembangunan tersebut, salah satunya memuat 
transformasi digital yang menjadi salah satu 
pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi.  
Dalam fase awal atau periode pertama RPJPN 
yaitu Tahun 2025-2029, pembangunan nasional 
difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi. 

Dengan berakhirnya periode Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005–2025, pemerintah telah menetapkan arah 
pembangunan jangka panjang baru dengan telah 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. 
Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun 
tersebut dirancang sebagai landasan dalam 
mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu 
menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, 
dan Berkelanjutan. Visi tersebut akan diterjemahkan 
ke dalam 4 fase Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025-
2029, II 2030-2034, III 2035-2039, dan IV 2040-
2045. 
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Sebagai  langkah  awal  penyusunan  
Renstra Kemenkomdigi 2025–2029, 
dilakukan  telaah terhadap kondisi umum 
pembangunan digital nasional serta 
hasil evaluasi program kementerian 
pada periode 2020-2024. Hal ini penting 
sebelumnya guna merumuskan arah 
kebijakan dan strategi pembangunan 
digital ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi 
perlu mentranslasi strategi untuk membangun 
ekosistem digital yang produktif yang mampu 
mengakselerasi transformasi digital secara 
menyeluruh agar tertuang secara komprehensif 
ke dalam Renstra 2025–2029. Dalam 5 tahun 
terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai 
permasalahan dan tantangan dalam pembangunan 
dan penerapan digitalisasi di berbagai sektor, 
baik permasalahan teknis di lapangan dalam 
pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan 
struktural dan koordinasi internal pemerintahan 
dalam mewujudkan transformasi digital nasional, 
seperti masalah akses internet, penggunaan 
internet yang belum tepat guna, hingga tantangan 
disrupsi teknologi.

Searah dengan RPJMN 2025–2029, arah 
pembangunan 2025–2029 akan diarahkan untuk 
memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu, 
pada renstra akan diupayakan pembangunan 
infrastruktur digital yang merupakan fondasi penting 
dalam mendukung berbagai transformasi yang ada. 
Penguatan yang diperlukan mencakup berbagai 
aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang 
luas dan terjangkau hingga pembangunan ekosistem 
digital di dalamnya. Keberhasilan dalam tahap ini 
bukan hanya akan memberikan pondasi yang kuat 
bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan 
berdampak langsung pada kemampuan Indonesia 
untuk bersaing secara global. Sebaliknya, jika 
upaya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital 
ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk 
mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045.

Pada tahun 2023 lalu, Kemenkomdigi telah 
menyusun Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045), 
yaitu dokumen strategis yang berisikan 
rekomendasi/arah kebijakan pembangunan digital, 
termasuk di dalamnya memuat milestone arah 
tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN. 
Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan 
digital tersebut untuk periode lima tahun ke depan, 
maka disusun Rencana Strategis (Renstra) 
Kemenkomdigi periode 2025–2029 yaitu dokumen 
perencanaan jangka menengah fase pertama 
yang menjadi fondasi demi tercapainya visi jangka 
panjang Indonesia. Renstra ini menjadi landasan 
yang akan menentukan keberhasilan dalam 
mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam 
mendukung pembangunan transformasi digital. 

Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi 
negara maju dengan nilai produk domestik bruto 
(PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi dunia. 
Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting 
dalam mendorong produktivitas berbagai sektor, 
dan digitalisasi akan meningkatkan nilai dari setiap 
komponen PDB. Diperkirakan kontribusi ekonomi 
digital terhadap PDB mencapai 19% pada tahun 
2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai 
Rp22.513 triliun (VID2045, 2023). Potensi bonus 
demografi juga dapat menjadi peluang besar 
bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan 
penduduk usia produktif mencapai 203,1 juta atau 
68% dari keseluruhan populasi (VID2045, 2023).

““
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a. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi
& Komunikasi

Akses internet pita lebar

Akses seluler 4G di wilayah non 3T

Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan 
penyebaran infrastruktur TIK ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja untuk pilar 
infrastruktur TIK.

Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong 
penetrasi layanan fixed broadband dengan 
memberikan bantuan kepada operator dalam bentuk 
kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan 
stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan 
prioritas dan strategis nasional. Hingga tahun 2024, 
kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan 
serat optik broadband sudah mencapai 68,48% 
(Pantau Komdigi, 2025)

Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi 
juga mendorong demand terhadap layanan fixed 
broadband di masyarakat melalui kebijakan 
intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang 
bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa 
bersaing langsung dengan penyedia layanan. 
Hingga tahun 2024, 21.32% (Pantau Komdigi, 
2025) rumah tangga di Indonesia sudah terlayani 
jaringan internet akses fixed broadband.

Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 
4G ke wilayah non-3T, Kemenkomdigi melakukan 
upaya akselerasi dengan mendorong komitmen 
pembangunan BTS 4G oleh operator seluler melalui 
perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator. 
Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil 
menyediakan layanan internet broadband di 
wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan 
(Lakip Komdigi, 2024). 

Dengan komitmen ini, operator seluler dapat 
memperpanjang izin frekuensi mereka, 
memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih 
luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses 
seluler 4G yang lebih merata di seluruh Indonesia, 
mendukung konektivitas nasional dan inklusi digital.

Kecamatan yang terjangkau 
infrastruktur jaringan serat optik 
broadband.

Rumah tangga di Indonesia 
sudah terlayani jaringan 
internet akses fixed 
broadband.

21,32%21,32%68,48%68,48%

Tahun 2024 (Pantau Komdigi, 2025)

A. Hasil Evaluasi Pencapaian Program
& Kegiatan Renstra 2020-2024



5

Kebijakan Industri Telekomunikasi

Layanan 5G di wilayah prioritas

Sepanjang Tahun 2020–2024, pemerintah 
memperkuat fondasi industri telekomunikasi 
melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2021 sebagai kerangka regulasi terpadu 
sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi 
ini kemudian diturunkan lebih lanjut, antara lain 
melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan

Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang 
menyederhanakan perizinan serta meningkatkan 
efektivitas penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, 
penataan dan pelelangan spektrum, serta penetapan 
standar kualitas layanan melalui Permenkominfo 
Nomor 14 Tahun 2021, turut mempercepat 
pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, 
sekaligus memperkuat daya saing industri.

Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman 
tercover sinyal 5G sebesar 4,44% (Dit. 
Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, 2025). 
Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi 
yang seharusnya menjadi target dalam Renstra 
Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani 
jaringan 5G, antara lain enam ibu kota provinsi di 
Pulau Jawa

(Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, 
Surabaya, Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), 
Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi 
super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi 
pariwisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, dan Likupang (Dit. Pengendalian 
Infrastruktur Digital Komdigi, 2025). 

Palapa Ring
Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah 
untuk mengembangkan infrastruktur jaringan 
serat optik nasional, yang dibagi menjadi tiga 
paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat, Tengah, 
dan Timur. Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi 
Palapa Ring sudah mencapai 54,35%. Palapa Ring 
Barat (menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan 
jaringan fiber optic dengan kapasitas 300 Gbps) 
terpakai sebesar 218 Gbps (72,67%). 

Sementara itu, Palapa Ring Tengah 
(menghubungkan 17 ibu kota kab/kota dengan 
jaringan fiber optic dengan kapasitas 600 Gbps) 
terpakai sebesar 264 Gbps (44%). Terakhir, Palapa 
Ring Timur (menghubungkan 35 kabupaten/kota 
memiliki kapasitas fiber optic sebesar 800 Gbps, 
dan  microwave link sebesar 5.500 Mbps), hingga 
akhir 2024 telah terutilisasi sebesar 371 Gbps atau 
46,38% untuk kapasitas fiber optic, dan 5.050 Mbps 
(91,82%) untuk kapasitas microwave link.
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Akses Internet Titik Layanan Publik

SATRIA-1

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, 
terutama di wilayah Indonesia yang kurang terlayani 
akses internet, Kemenkomdigi telah menyediakan 
akses internet di berbagai titik layanan publik. Titik 
layanan publik tersebut antara lain sekolah, Balai 
Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, 
balai desa dan kantor pemerintahan serta markas 
komando (TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perintisan, 
perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan wilayah 
yang masih memerlukan sarana dan prasarana TIK.

Sampai dengan tahun 2024 total akses internet 
yang telah tersebar di Indonesia adalah 38.274 
lokasi layanan publik dengan rincian, 23.751 
fasilitas pendidikan, 8.438 kantor pemerintahan, 
3.194 fasilitas pelayanan kesehatan, 834 tempat 
ibadah, 801 pusat kegiatan masyarakat, 674 
fasilitas pertahanan dan keamanan, 287 fasilitas 
pelayanan usaha, 212 lokasi wisata, dan 83 fasilitas 
transportasi publik (Lakip Komdigi, 2024). 

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional dalam rangka memenuhi 
kebutuhan broadband di Indonesia, Kemenkomdigi 
telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi (SMF) 
SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 
2024, kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 
150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang 
berperan sebagai gateway SATRIA-1.

Sampai dengan akhir tahun 2024, user terminal 
yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 
26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk 
masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan 
kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps 
atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 
sebesar 150 Gbps (Lakip Komdigi, 2024). 

Program Penyediaan BTS di Daerah 3T
Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di 
wilayah 3T merupakan bagian dari upaya perluasan 
akses layanan digital secara merata di seluruh 
Indonesia. Hingga tahun 2024, pembangunan 
Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T telah 
mencakup 6.794 lokasi yang telah beroperasi. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.642 lokasi 
merupakan BTS USO dengan skema sewa layanan, 
sementara 5.152 lokasi lainnya merupakan BTS 
4G New Site yang dibangun melalui skema belanja 
modal (Lakip Komdigi, 2024).



7

Ekosistem Penyiaran Digital (DBS dan STB)
Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) merupakan 
amanat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan migrasi 
penyiaran televisi dari analog ke digital selesai 
paling lambat 2 November 2022. Proses ini 
dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan 
mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai 
wilayah. ASO dilakukan secara bertahap, dimulai 
pada 2 November 2022 untuk 24 wilayah layanan, 
termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian, hingga 
tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang 
mendapatkan layanan siaran televisi digital hanya 
mencapai angka 66%.

Untuk mendukung transisi ini, Program 
Digital Broadcasting System (DBS) juga telah 
diimplementasikan terhadap lembaga penyiaran 
publik (LPP) TVRI. Proyek ini merupakan 
dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku 
LPP dalam bentuk pemancar digital, studio, serta 
pelatihan SDM yang andal. Melalui proyek ini 
TVRI mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 
studio TV digital. Adapun tujuannya adalah untuk 
memperluas cakupan siaran TV digital ke daerah 
yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan 
siaran TV analog dan meningkatkan kualitas 
pembuatan konten dari LPP TVRI.

Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, 
dan Penyiaran (PMT)

Cakupan dan Kualitas Layanan Pos

Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi 
telah melakukan pengembangan pada Pusat 
Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 
(PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat 
dan pengembangan sistem untuk mendukung 
dashboard yang memantau infrastruktur 
telekomunikasi, pos, dan penyiaran, Quality of 
Service (QoS), Quality of Experience (QoE), 
serta dashboard pengaduan masyarakat.

Pada periode 2023–2024, PMT telah 
mengoperasikan keempat dashboard tersebut di 
514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, 
pengembangan PMT diteruskan dengan pengadaan 
perangkat pengukuran QoS Telekomunikasi support 
5G, perangkat pengukuran QoS Fixed Broadband, 
serta pengembangan sistem aduan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan 
yang terlayani oleh layanan pos, Kemenkomdigi 
telah melakukan pengembangan sistem profiling 
data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan 
cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos 
komersial. Di sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah 
mengambil peran melalui Layanan Pos Universal, 
dengan tetap memastikan kualitas layanannya 
melalui sertifikasi ISO 9001:2015. 

Hingga tahun 2024, layanan pos telah mencakup 
100% atau setara 5.022 kecamatan di Indonesia. 
Namun demikian, cakupan ini diartikan bahwa 
satu titik layanan pos dapat melayani beberapa 
kecamatan sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap 
efisiensi dan aksesibilitas layanan di beberapa 
wilayah.
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b. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, 
dan Layanan Publik

Alokasi Spektrum Frekuensi

Penambahan spektrum frekuensi radio untuk 
layanan broadband pada tahun 2020-2024 kini 
telah mencapai 1720 MHz, melampaui target 1310 
MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra 
Kemenkomdigi 2020–2024. Capaian ini terbagi 
dalam beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat 
penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz. 
Kemudian, pada tahun 2023, ditambahkan lagi 1690 
MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz) dan 26 
GHz (1600 MHz).

Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum 
frekuensi radio, terdapat berbagai tantangan yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satu 
tantangan utama adalah pembebasan pita frekuensi 
radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan 
selain broadband. Proses pembebasan ini tidak 
hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga aspek 
legal dan bisnis, yang sering kali memakan waktu 
cukup lama.
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Pengembangan Laboratorium BBPPT 
dan Sarana Pendukung

Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat 
Telekomunikasi (BBPPT) berlangsung dari tahun 
2020 hingga 2024, dengan tujuan menjadikan 
BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat 
TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian 
Perangkat TIK BBPPT telah mencapai 100% 
pada akhir tahun 2024, melalui tahapan yang 
dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 
2020, pembangunan gedung pada 2021, hingga 
penyelesaian infrastruktur pengujian dan kalibrasi 
pada 2023. 

Pada tahun 2024, kegiatan difokuskan pada 
mobilisasi laboratorium Specific Absorption Rate 
(SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos 
di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi 
Pengujian Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev 
Capaian Program Strategis B12, 2024).

Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi 
Radio (SMFR)

Penyediaan perangkat untuk pengembangan 
infrastruktur manajemen Sistem Monitoring 
Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) merupakan 
bagian penting dalam upaya memastikan 
pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap 
spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2024, 
penyediaan perangkat untuk pengembangan 
infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio 
telah melampaui target, mencapai 133 unit.

Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, 
terdapat kendala dalam pemenuhan nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga saat 
ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena 
belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi 
spesifikasi teknis yang diperlukan.
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Digital Technopreneur
Program Digital Technopreneur diluncurkan dengan 
tujuan untuk melahirkan perusahaan startup digital 
baru yang berkualitas dan dapat memberikan 
dampak positif pada industri TIK secara khusus dan 
perekonomian Indonesia secara umum. Program 
ini dilakukan melalui dua program strategis, yaitu 
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang 
berfokus pada tahap ideation dan problem validation 
dan Startup Studio Indonesia yang berfokus 
untuk memfasilitasi early-stage startup untuk 
mengembangkan potensi bisnis hingga mencapai 
product market fit dan siap untuk mendapatkan 
pendanaan. 

Dalam kurun waktu 2020–2024, program Digital 
Technopreneur melalui Gerakan Nasional 1000 
Startup Digital telah memfasilitasi penciptaan 694 
startup digital sampai tahap product validation 
dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, 
program Digital Technopreneur telah menciptakan 
140 startup digital aktif yang diukur melalui 4 key 
metrics, yaitu penambahan jumlah tenaga kerja, 
peningkatan revenue, peningkatan traction, dan 
peningkatan jumlah investasi startup digital. 
Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala 
dalam pelaksanaan program, seperti pola pikir 
kewirausahaan masyarakat Indonesia yang masih 
rendah khususnya di bidang digital, kurangnya 
kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital 
yang berdampak pada peningkatan potensi startup 
daerah, serta kolaborasi antar berbagai pemangku 
kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan 
sektor swasta. 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam Renstra  Kemenkomdigi  2020–2024, Kemenkomdigi 
juga berfokus untuk mendorong digitalisasi dan 
pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, 
mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, serta 
meningkatkan kompetensi talenta digital nasional. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas 
dan daya saing ekonomi Indonesia. 

““
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai 
program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, yang 
capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut
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Business Matchmaking Startup Digital
Business Matchmaking merupakan sebuah metode yang 
memperbanyak model one on one business meeting secara 
langsung untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama 
bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku startup 
digital. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui 
2 program strategis, yaitu HUB.ID Accelerator dan HUB.ID 
Summit.

Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, Business 
Matchmaking Startup Digital diukur melalui persentase startup 
digital yang berhasil naik kelas dengan target sebesar 5% atau 
3 dari 50 startup yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai 
dari tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat 
9,56% atau 22 startup digital yang berhasil naik kelas dari target 
sebanyak 230 startup digital melalui bantuan program HUB.
ID Accelerator dan HUB.ID Summit, menunjukkan program ini 
telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung 
keberhasilan startup digital untuk naik kelas adalah adanya 
perkembangan program HUB.ID dalam menciptakan inovasi 
baru, seperti IP Research Matchmaking untuk menciptakan 
kerja sama antara startup dengan perguruan tinggi, Partner Day 
yang berhasil mendatangkan ratusan business partner yang siap 
berkolaborasi dengan startup di ekosistem HUB.ID, dan Venture 
Capital Engagement yang berhasil mendatangkan VC dari benua 
lain.
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Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital 
Sektor Strategis

Salah satu pemanfaatan teknologi Internet of 
Things (IoT) yang dilakukan di sektor pertanian 
telah memberikan transformasi signifikan dalam 
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 
keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat 
memantau kondisi tanah, cuaca, dan kualitas 
tanaman secara real-time, sehingga pengambilan 
keputusan menjadi lebih tepat. Penggunaan 
teknologi IoT juga dapat mengurangi penggunaan 
sumber daya secara berlebih serta meminimalkan 
risiko gagal panen. Salah satu program fasilitasi 
use case IoT sektor pertanian yang dilakukan 
Komdigi di tahun 2024 menunjukan bahwa 
terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi 
IoT. Inovasi ini mendukung modernisasi pertanian 
menuju pertanian berbasis data, sejalan dengan 
visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan.

Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-
sektor strategis merupakan upaya Kemenkomdigi 
dalam mengatasi hambatan digitalisasi yang masih 
dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral untuk 
dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal 
dari peluang ekonomi digital yang ada. Program 
ini dilakukan dengan menyediakan berbagai 
kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi 
digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital 
dengan mendorong transformasi digital pada sektor 
pertanian, maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, 
dan pariwisata. Implementasi teknologi digital 
dilaksanakan dengan skema Proof of Concept 
(PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor.

Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital 
UMKM

Fasilitas adopsi teknologi digital pada UMKM 
merupakan suatu langkah krusial dalam mendukung 
pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di 
era digital, mengingat UMKM memiliki peranan 
strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebelum 
melakukan fasilitasi, pada tahun 2020 telah 
dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi Teknologi 
Digital Perdagangan (UMKM) untuk menentukan 
potensi adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui 
profil usaha di beberapa daerah yang berbeda. 
Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang 
mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi 
wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat. 

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 
UMKM yang sudah active selling dengan kriteria 
aktif melakukan upload foto dan deskripsi produk, 
aktif melakukan interaksi dengan pelanggan, dan 
aktif berjualan di platform digital. Sementara itu, 
terdapat 9.586 UMKM yang sudah scaling up 
dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan 
adopsi digital untuk UMKM memiliki berbagai 
kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan 
infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM 
dalam mengadopsi teknologi digital, minimnya 
kesadaran pelaku UMKM akan manfaat penerapan 
teknologi digital dalam bisnis, persepsi biaya 
tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta 
persepsi risiko keamanan data dan privasi dalam 
menggunakan platform digital untuk berjualan.
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Pembangunan Pusat Data Nasional yang dilakukan sesuai dengan mandat 
pada Perpres No. 95  Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 merupakan salah satu 
bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data Indonesia. Secara kumulatif, 
berdasarkan Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024, pembangunan PDN 
ditargetkan terwujud sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per 
Desember 2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan 
PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk pembangunan PDN-2.

Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenkomdigi 
tahun 2020–2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Pada pembangunan 
PDN-1 kendala yang ditemui antara lain terdapat pekerjaan yang belum 
terselesaikan pada akhir tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan 
server (IT installation & other local mounting), penyambungan internet, dan 
penyelesaian sertifikat laik fungsi. 

Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui antara lain, 
belum terpilihnya Consultant Services dikarenakan belum terbitnya Non-
Objection Letter (NOL) oleh pihak Lender (EDCF) terhadap proses seleksi yang 
dilakukan oleh Pokja pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul 
Article XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement (b) yang menyebutkan 
bahwa “Apabila pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai dari hasil 
pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu delapan belas (18) bulan setelah 
tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat 
oleh Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya Perjanjian 
Pinjaman akan berakhir.” berdasarkan klausul tersebut, dengan aktifnya 
Loan Agreement yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 
Desember 2024 loan agreement dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan 
pendanaan dalam pembangunan PDN-2.

Pusat Data Nasional
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Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah (SPLP)

Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki 
tujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan 
kolaborasi antara berbagai entitas pemerintah. JIP 
yang terintegrasi juga dapat mendukung perbaikan 
dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target integrasi 
JIP adalah 100% keterhubungan antar K/L/
Prov. Sementara dalam Renstra 2020–2024, 
Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan 
sebesar 90%. Pada akhir periode Renstra 2020-
2024, data menunjukkan capaian JIP sebesar 90% 
atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP. 
Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang 
ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi 
angka yang ditargetkan dalam RPJMN.

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah (SPLP) memungkinkan terwujudnya 
integrasi layanan antar instansi secara efisien, 
mempercepat alur pertukaran data, serta 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam 
hal ini, Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan 
SPLP berperan untuk mendukung interoperabilitas 
data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk 
percepatan transformasi digital dan keterpaduan 
layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah 
diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang 
SPBE, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang 
Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 Tahun 
2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan 
Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berdasarkan Renstra 2020-2024, target 
pemanfaatan SPLP adalah 629 K/L/D. Data 
per Desember 2024 menunjukkan capaian 
pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 
K/L/D yang telah memanfaatkan SPLP untuk 
interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. 
Capaian ini belum mampu memenuhi target yang 
ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya 
pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D 
mengenai nilai strategis penggunaan SPLP dalam 
mendukung terwujudnya interoperabilitas data dan 
aplikasi SPBE.

Adapun capaian kinerja 
yang telah dicapai pada 
akhir periode Renstra 
Kemenkomdigi 2020-2024 
adalah terbentuknya 4 
desain dari 4 desain Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu 
berbasis Teknologi Informasi 
(SPPT-TI) yang ditargetkan 
pada RPJMN 2020–2024.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
berbasis Teknologi Informasi

Transformasi digital menuntut banyak perubahan di 
setiap aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi 
Informasi (SPPT-TI). Pengembangan Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi 
Informasi (SPPT TI) merupakan langkah awal untuk 
mengubah proses penanganan perkara pidana 
dari dokumen fisik menjadi elektronik. Selain itu, 
pengembangan ini juga akan mempermudah 
proses pertukaran data perkara bagi aparat 
penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan.
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Penyusunan dan implementasi 
Masterplan Smart City

PSE Lingkup Privat

Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi 
digital adalah terciptanya ekosistem digital 
yang dapat ditopang melalui implementasi kota 
cerdas (smart city) yang berkelanjutan. Untuk itu, 
penyusunan masterplan smart city ditargetkan bagi 
150 kota dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-
2024. Pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 
2020-2024 telah dilaksanakan penyusunan 
masterplan smart city di 251 kota/kabupaten. 

Hal ini berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan 
baik. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan 
evaluasi implementasi kota cerdas (smart city) 
yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan 
telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik.

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diatur 
dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP 
No. 71 Tahun 2019 tentang PP PSTE. Pada lingkup 
privat, PSE merujuk pada entitas atau organisasi 
di sektor swasta yang menyelenggarakan sistem 
elektronik untuk memproses, mengelola, dan/atau 
menyimpan data secara elektronik.

Dalam sistem pengendalian tata kelola, PSE yang 
tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh 
regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti 
peringatan tertulis, denda administratif, penghentian 
sementara, hingga pencabutan izin operasional.

Adapun capaian kinerja 
Kemenkomdigi terkait durasi 
pemutusan akses PSE terhadap 
konten melanggar telah memenuhi 
target Renstra Kemenkomdigi tahun 
2020-2024 dengan berhasil memutus 
akses dalam kurun waktu rata-rata 
0,43 jam dari target kurang dari 3 jam 
yang harus dipenuhi pada Renstra 
Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

““
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Penyusunan dan 
Implementasi UU PDP

Penanganan dan 
Penanggulangan
Konten Negatif

Literasi Digital

Penanganan konten negatif 
sangat diperlukan untuk 
menciptakan lingkungan 
online yang aman, positif, dan 
bermanfaat bagi pengguna. 
Aktivitas penanganan dan 
penanggulangan konten negatif 
telah dilaksanakan sejak tahun 
2020 hingga 2024 dan terus 
mencapai target yang ditentukan 
dalam RPJMN 2020-2024 
maupun Renstra Kemenkomdigi 
2020-2024. Berdasarkan data 
terakhir di 2024, penanganan 
dan penanggulangan konten 
negatif telah berhasil ditangani 
untuk total 6.624.677 konten 
selama tahun 2020-2024.

Gerakan Nasional Literasi 
Digital (GNLD) Siberkreasi 
dilaksanakan dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan 
dasar dalam literasi digital, 
mulai dari pengoperasian 
dan akses teknologi digital, 
hingga penekanan pentingnya 
keamanan personal dan 
pencegahan konten negatif. 
Pelaksanaan program literasi 
digital didasarkan pada modul 
dan kurikulum yang mencakup 
4 pilar, yaitu digital skills, digital 
ethics, digital safety, dan digital 
culture. 

Undang-Undang tentang 
Pelindungan Data Pribadi (UU 
PDP) telah disahkan pemerintah 
bersama DPR pada tahun 2022 
dan efektif berlaku sejak Oktober 
2024. Dengan berlakunya 
UU PDP, semua organisasi 
privat dan publik wajib patuh 
dan mengimplementasikan 
ketentuan UU PDP.

Selain UU PDP, ditargetkan juga 
penyusunan dua naskah regulasi 
turunannya, yakni Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) 
Pelaksanaan UU PDP dan 
Rancangan Peraturan Presiden 
tentang Penetapan Lembaga 
Pelaksana PDP (Rperpres 
Badan PDP), dalam Rencana 
Strategis Kemenkomdigi tahun 
2020-2024. 

Hingga akhir tahun 2024, 
Kementerian Komdigi 
telah menyerahkan naskah 
RPerpres Badan PDP kepada 
KemenPAN-RB untuk diproses 
lebih lanjut. Sementara itu, RPP 
Pelaksanaan UU PDP juga telah 
memasuki tahap pembahasan 
harmonisasi yang dipimpin oleh 
Kementerian Hukum.

Pada tahun 2025, Komdigi 
bersama dengan tim antar 
K e m e n t e r i a n / L e m b a g a 
telah menyelesaikan proses 
harmonisasi RPP Pelaksanaan 
UU PDP dan menyampaikan 
naskah final kepada Presiden 
untuk pengesahan. Sedangkan 
RPerpres Badan PDP sedang 
dalam proses harmonisasi 
bersama dengan tim antar 
K e m e n t e r i a n / L e m b a g a . 
Dalam masa transisi sebelum 
terbentuknya Badan PDP, 
Komdigi dan Kementerian/
Lembaga terkait tetap 
melakukan pengawasan PDP 
di sektor masing-masing sesuai 
dengan tugas, fungsi, dan 
kewenangannya.

Program ini telah memberikan 
literasi digital kepada 
29.793.185 orang hingga 
tahun 2024 kepada berbagai 
segmentasi sasaran seperti 
masyarakat umum, pendidikan, 
dan pemerintahan. Pelaksanaan 
program literasi digital memiliki 
beberapa tantangan seperti 
kondisi geografis, keadaan 
jangkauan internet yang 
berbeda-beda, dan rendahnya 
kolaborasi yang dilakukan 
untuk menjangkau segmentasi 
masyarakat, pendidikan, dan 
pemerintahan.
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Digital Talent Scholarship (DTS)

Program Digital Talent Scholarship (DTS) 
merupakan program bantuan pelatihan yang 
ditujukan untuk meningkatkan kompetisi digital 
masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan 
keterampilan digital di Indonesia, baik dari 
Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia 
Bagian Timur. Program ini terdiri dari 8 akademi 
pelatihan, antara lain Vocational School Graduate 
Academy (VSGA), Professional Academy (ProA), 
Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Fresh 
Graduate Academy (FGA), Thematic Academy 
(TA), Government Transformation Academy (GTA), 
Talent Scouting Academy, Digital Leadership 
Academy (DLA).

Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi 
dan Informatika

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah 
talenta digital mencapai 250.000 peserta. Secara 
kumulatif program DTS berhasil melampaui target 
tersebut, dengan memberikan pelatihan kepada 
654.083 talenta digital hingga tahun 2024 dengan 
persentase peserta yang berhasil mendapatkan 
sertifikasi completion sebesar 77,33% atau sebanyak 
505.783 talenta digital.

Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk 
menciptakan SDM nasional bidang komunikasi 
dan informatika yang kompeten, andal, profesional, 
dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin kerja 
sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik 
dalam negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar 
negeri. 

Selama periode 2020-2024, program ini telah 
berhasil memberikan beasiswa kepada total 1.044 
peserta dengan persentase capaian kelulusan tepat 
waktu setiap tahun berturut-turut adalah 87,6%; 
85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%. 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam 
pencapaian target program Beasiswa S2/S3 bidang 
Kominfo disebabkan oleh kendala dalam proses 
pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta persyaratan 
kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang 
dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun 
demikian, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan 
sesi berbagi pengalaman dengan menghadirkan 
alumni kepada penerima beasiswa untuk mendukung 
keberhasilan kelulusan tepat waktu.
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d. Komunikasi Publik

Diseminasi Informasi Bidang Polhukam Diseminasi Informasi Bidang PMK

Diseminasi informasi publik bidang politik, 
hukum, dan keamanan dipandang perlu untuk 
mampu mewujudkan misi ketujuh Presiden, 
yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan 
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. 
Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan 
konter narasi atas konten negatif, ujaran kebencian, 
dan hoaks untuk menjaga kestabilan keamanan di 
lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024, 
Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan 
konten informasi terkait berbagai isu prioritas di 
bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti 
Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara, 
UU Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, UU Hak 
Kekayaan Intelektual, serta pendidikan politik untuk 
masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan isu tersebut, diperoleh capaian 
sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap akses dan kualitas informasi program 
prioritas pemerintah bidang Polhukam serta 93% 
berita hoaks yang berhasil dikonter pada bidang 
Polhukam. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa 
diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020-
2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, 
dengan adanya upaya diseminasi yang dilakukan 
melalui kanal media Kemenkomdigi, seperti media 
elektronik, media online, media sosial, media tatap 
muka, serta media luar ruang.

Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Kemenkomdigi bertanggung 
jawab dalam perencanaan, pemberian bimbingan 
teknis, serta pemantauan dan evaluasi informasi 
dan komunikasi pada sektor pendidikan, 
agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, 
perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, 
kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Selama 
periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif 
mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai 
isu prioritas, seperti COVID-19, Pendidikan Karakter 
Pancasila, Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Pencegahan 
Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, 
Penanganan Stunting, serta Jaminan Kesehatan 
Nasional.

Dari isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% 
masyarakat yang memahami informasi kebijakan 
dan program prioritas milik pemerintah bidang PMK 
serta 84% berita hoaks yang berhasil di konter pada 
bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu 
bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan 
menggunakan saluran-saluran komunikasi sesuai 
target sasaran yang ditetapkan, berdasarkan 
karakteristik tema yang disosialisasikan.
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Diseminasi Informasi 
Bidang Perekonomian 
dan Maritim

Diseminasi Informasi 
Melalui Media 
Kemenkomdigi

Diseminasi Informasi 
Bidang Stunting

Program Diseminasi Informasi 
Bidang Perekonomian dan 
Maritim berfokus pada 
beberapa isu prioritas, yakni 
sektor keuangan, pertanian, 
agraria, lingkungan hidup dan 
kehutanan, perdagangan, 
perindustrian, koperasi dan 
usaha kecil dan menengah, 
badan usaha milik negara, 
pekerjaan umum dan perumahan 
rakyat, ketenagakerjaan, energi 
dan sumber daya mineral, 
perhubungan, kelautan dan 
perikanan, serta pariwisata. 
Berdasarkan pencapaian 
program per tahun, program ini 
berhasil mencapai target yang 
ditetapkan, yakni sebesar 87% 
masyarakat yang memahami 
informasi kebijakan dan program 
prioritas milik pemerintah bidang 
Perekonomian dan Maritim. 

Di samping itu, program ini 
juga menunjukkan adanya 
perolehan yang cukup 
signifikan pada aktivitas 
konter berita hoaks bidang 
Perekonomian dan Maritim, 
mencapai 94%. Keberhasilan 
ini tercapai berdasarkan survei 
persepsi publik yang dilakukan 
terhadap isu, seperti: (1) Isu 
Perekonomian I: Sampah Laut, 
Literasi Finansial, Ketahanan 
Pangan; (2) Isu Perekonomian 
II: UMKM Go Online, Gerakan 
Nasional Bangga Buatan 
Indonesia; dan (3) Isu Maritim: 
Destinasi Pariwisata Super 
Prioritas (Bangga Berwisata di 
Indonesia).

Kemenkomdigi bertanggung 
jawab atas pengelolaan kanal 
media, meliputi media online, 
cetak, audio visual, dan media 
sosial untuk melaksanakan 
diseminasi informasi program 
prioritas pemerintah. Kanal-
kanal diseminasi yang dimaksud 
meliputi Indonesiabaik.
id; GPRTV; Infopublik.
id; Indonesia.go.id; Komik 
Komunika; Jurnal Dialog 
Kebijakan Publik; dan majalah 
GPRNews sebagai media publik 
untuk menjangkau masyarakat 
sasaran berbeda. Media online 
seperti Infopublik, Indonesia.
go.id, dan Indonesiabaik.id 
digunakan untuk menjangkau 
masyarakat perkotaan hingga 
pedesaan yang mempunyai 
akses komunikasi digital melalui 
internet. 

Selanjutnya, media Komik 
Komunika dan GPRTV 
merupakan kanal diseminasi 
untuk menjangkau masyarakat 
di daerah 3T yang minim akses 
komunikasi digital.  Berdasarkan 
capaian kinerja pada program 
diseminasi informasi melalui 
media Kemenkomdigi, program 
ini telah mencapai angka target 
yang telah ditetapkan pada 
setiap tahunnya. Hingga tahun 
2024, tercatat ​​sebesar 87% 
masyarakat telah mengakses 
informasi berkaitan dengan 
program prioritas pemerintah 
melalui kanal media pemerintah 
(owned media). Dampak yang 
dihasilkan dari terlaksananya 
program ini adalah program 
dan kebijakan pemerintah dapat 
lebih efektif tersebar ke seluruh 
masyarakat hingga ke wilayah 
3T melalui sinergi dengan media 
massa.

Mengacu pada Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 72 
Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting, 
Kemenkomdigi bertanggung 
jawab atas advokasi dan 
komunikasi pada kampanye 
penurunan prevalensi 
stunting. Sejak tahun 2017, 
Kemenkomdigi telah melakukan 
upaya penanggulangan stunting 
melalui kampanye yang 
dilakukan secara lebih masif 
melalui Kampanye Generasi 
Bersih dan Sehat (Genbest) 
di tahun 2019. Kampanye ini 
menargetkan masyarakat di 
beberapa lokasi prioritas serta 
melibatkan generasi muda untuk 
mendorong gerakan bersama 
penyebaran informasi terkait 
stunting. 

Untuk mencapai target 
kampanye, beberapa saluran 
diseminasi digunakan yaitu 
media tatap muka, media 
elektronik, media cetak, media 
sosial, media online, serta 
media luar ruang. Hingga tahun 
2024, tercatat masyarakat 
di lebih dari 176 kabupaten/
kota telah memperoleh akses 
terhadap informasi pencegahan 
stunting, dengan rata-rata 
jangkauan tiap tahun lebih dari 
9,8 juta orang. Sepanjang tahun 
2020-2024, kampanye Genbest 
menghadapi berbagai kendala, 
seperti pandemi COVID-19. 
Meskipun pandemi melanda, 
Kemenkomdigi tetap menjaga 
komitmen untuk mencapai 
target kampanye, salah satunya 
melalui perubahan strategi 
diseminasi menjadi berbasis 
digital.
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Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
Papua dan Papua Barat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Percepatan Pembangunan 
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat, Kemenkomdigi berperan untuk meningkatkan 
pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait 
percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 
2020, Kemenkomdigi menetapkan capaian khusus 
dengan menargetkan peningkatan pemahaman 
masyarakat terhadap program pemerintah dalam 
upaya pembangunan Papua dan Papua Barat 
bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. 
Hingga tahun 2024, telah tercapai sebesar 75,9% 
masyarakat yang memahami informasi kebijakan 
dan program prioritas milik pemerintah terkait 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 
dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami 
kendala yakni target audiens diseminasi informasi 
yang belum tepat sasaran, meskipun lokus kanal 
yang digunakan sudah disesuaikan dengan 
karakteristik audiens. Meski demikian, program ini 
turut memberikan dampak bagi masyarakat untuk 
dapat mengetahui kebijakan pemerintah terkait 
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan 
Papua Barat.
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e. Kuasi Publik

Rekomendasi Hasil Pemeringkatan 
Lembaga Penyiaran TV

Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio

Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) 
merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menilai 
kualitas isi siaran televisi jaringan nasional secara 
periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV 
hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai 
yang cukup fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata 
nasional IKPSTV tahun 2024 adalah sebesar 3,19, 
yang berarti telah memenuhi standar minimal KPI 
(nilai ≥ 3,00). 

Berdasarkan 8 kategori program siaran yang diteliti, 
program Infotainment dan Sinetron secara berurutan 
memiliki nilai 2.73 dan 2.42 yang tidak memenuhi 
standar program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai 
di bawah 3.00.  Meskipun capaian ini menunjukkan 
tren positif, tantangan masih dihadapi dalam upaya 
peningkatan kualitas program, khususnya karena 
masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga 
penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), layanan pengaduan masyarakat 
terhadap konten siaran TV dan radio merupakan 
layanan yang bertujuan untuk memberikan wadah 
bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan 
atau pengaduan terkait isi siaran TV dan radio 
yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Penyediaan layanan pengaduan 
masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi 
dan menjaga kualitas program yang disiarkan TV 
dan radio agar tidak melanggar norma dan etika 
sesuai dengan P3SPS.

Saat ini, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis 
saluran pengaduan, terdiri dari 2 saluran resmi 
pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk 
dan tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari 
pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI. 
Selama periode 2020-2024, tercatat sebanyak 
4.798 aduan yang diterima, dan seluruh pengaduan 
yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 
100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui 
target penyelesaian pengaduan secara efektif pada 
tahun tersebut.
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Lembaga Penyiaran TV dan
Radio yang Diawasi

Rekomendasi Hasil Survei 
Indeks Kemerdekaan Pers

Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran (LP) 
televisi dan radio yang dilakukan oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran dalam 
menjaga serta meningkatkan kualitas penyiaran di 
Indonesia. Selama periode 2020-2024, sebagian 
besar LP yang diawasi oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) telah mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. LP yang dinilai 
mematuhi peraturan adalah LP yang tidak dikenai 
sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran 
dan/atau penghentian sementara mata acara 
yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. 
Berdasarkan data KPI Pusat, pada tahun 2020 
terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 
LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara 
itu, pada tahun 2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 
LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Meskipun 
demikian, jumlah LP yang memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan tetap melampaui 
target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 
2024.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, 
terdapat beberapa tantangan seperti penurunan 
performa sistem perangkat pemantauan isi siaran 
pada sistem aplikasi Broadcasting Information 
System (BIS) dan server penyimpanan data KPI 
yang mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah 
tersebut berdampak pada terhambatnya proses 
pengawasan LP selama beberapa minggu.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi 
aktif dari masyarakat adalah dengan meluncurkan aplikasi 
“SARAN” (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022 untuk 
mengawasi konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun 
aplikasi SARAN dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan 
aplikasi lebih lanjut seperti penambahan fungsi Progressive 
Web Application (PWA), optimalisasi pengoperasian, maupun 
penyempurnaan fitur aplikasi akan dilakukan.

Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan 
Pers dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai 
persoalan yang menghambat pelaksanaan 
kemerdekaan pers baik secara nasional maupun 
pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks secara 
umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana 
pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan 
yang dilanjutkan dengan penurunan di tahun 
2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 69,36. 
Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum dapat 
memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, 
nilai Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih 
termasuk dalam kategori cukup bebas.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei 
Indeks Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang 
memiliki nilai di atas 73 adalah berkisar antara 
30-31 provinsi dari 34 provinsi sehingga melebihi 
target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun, 
pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah 
provinsi yang memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 
provinsi. Adapun dari total 38 provinsi yang diteliti, 
Kepulauan Maluku dan Papua memiliki nilai yang 
cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya 
sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan 
pada capaian Indeks Kemerdekaan Pers tersebut 
disebabkan oleh beberapa isu, di antaranya adalah 
kondisi lingkungan fisik dan politik terkait kebebasan 
pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi 
dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan 
perusahaan media pada pemasukan iklan yang 
bersumber dari APBD. 

““
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Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers
Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan pendataan 
perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif kemudian verifikasi 
faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang 
dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 
sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-
data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif.

Tabel 1. Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual
Sumber: Dewan Pers, 2024 

Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah 
perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan 
hasil yang fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena adanya 
perubahan prosedur pada tahapan verifikasi administrasi 
di pertengahan tahun 2022 dengan tujuan agar proses 
verifikasi dapat secara pasti memberikan dampak positif 
terhadap keberadaan media, baik dari kualitas konten 
berita maupun kebutuhan administratif. Dari perubahan 
tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers yang 
lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun 
2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers 
belum mencapai target. 

””
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Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan 
Pers dalam mendukung peningkatan kualitas 
jurnalis, pelatihan jurnalistik dan penyelenggaraan 
UKW dilaksanakan sebagai upaya melindungi 
kemerdekaan pers dan kejernihan isi ruang 
publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat 
dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga 
target atas kegiatan ini diturunkan menjadi 20 
wartawan tersertifikasi dan telah tercapai pada bulan 
Maret 2020. Pada tahun berikutnya, target atas 
jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang 
tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di 
setiap tahunnya. 

Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh 
peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik 
dan aturan terkait pers hanya tercapai pada tahun 
2021, sementara pada tahun 2020, 2022, 2023, 
dan 2024 tidak dapat tercapai disebabkan masih 
terdapat peserta UKW yang belum kompeten dalam 
memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik 
(KEJ), peraturan terkait pers, penulisan berita/
tajuk/feature, serta membuat TOR berita investigasi 
(pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran). 

Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers
Fungsi Dewan Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 
salah satunya adalah memberikan pertimbangan 
dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan 
dengan pemberitaan pers. Dalam menjalankan 
fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan 
penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima 
dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan 
organisasi lainnya. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers 
yang masuk setiap tahunnya, capaian penyelesaian 
atas pengaduan tersebut juga mengalami 
peningkatan dan persentase penyelesaian 
pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target 
yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan 
yang masuk, tahun 2023 memiliki jumlah 
pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan 
jumlah yang diselesaikan sebanyak 794 aduan. 
Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan 
yang masuk sebanyak 678 kasus dengan jumlah 
yang diselesaikan sebanyak 667 aduan.

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi 
Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab atas 
pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi 
Publik (IKIP) untuk memberikan gambaran 
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di 
Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik 
agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam memperoleh informasi publik serta 
menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, 
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Pengukuran IKIP baru dimulai pada tahun 2020, 
sehingga target yang ditetapkan pada tahun tersebut 
hanyalah satu dokumen metodologi penyusunan 
indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021 
nilai IKIP mencapai nilai sebesar 71,38 dan telah 
mencapai target nilai yang ditetapkan sebesar 35. 

Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas 
target yang ditetapkan serta mengalami tren 
peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai 
tertinggi pada tahun 2024 sebesar 75,65. Di tingkat 
provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor 
baik berjumlah 11 provinsi, 21 provinsi berada 
pada situasi sedang, dan 2 provinsi berada pada 
kategori buruk. Pelaksanaan keterbukaan informasi 
informasi yang baik akan berdampak pada berbagai 
aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat 
menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan 
akses bantuan sosial kepada masyarakat, aspek 
pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan 
yang optimal, serta mendorong pembangunan 
daerah.
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki tanggung 
jawab atas penyelesaian sengketa informasi publik, 
yang dilakukan dalam rangka menjaga hak akses 
informasi publik dan memastikan bahwa lembaga 
pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa ke 
KIP, pemohon dapat melalui beberapa tahap yang 
dimulai dari mediasi, ajudikasi, dan pelaksanaan 
putusan dengan mengajukan gugatan melalui 
pengadilan. Secara umum, KIP secara konsisten 
mampu mencapai target penyelesaian sengketa 
informasi publik yang telah ditetapkan selama 
periode 2020-2024.

Adapun jumlah permohonan register sengketa 
informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 
sebanyak 469 register sengketa, serta masih 
terdapat sebanyak 482 carry over register 
sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-
tahun sebelumnya. Target penyelesaian sengketa 
informasi dalam lima tahun terakhir adalah 
sebanyak 452 register sengketa informasi, dan dari 
target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak 
704 register sengketa informasi, sehingga sampai 
dengan akhir tahun 2024, masih menyisakan 247 
register sengketa yang harus dikerjakan ke tahun 
2025.

Pengawasan Keterbukaan Informasi 
Publik di Badan Publik Pemerintah
Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara 
dan Badan Publik Pemerintah oleh Komisi Informasi 
Pusat (KIP) perlu dilakukan untuk mengoptimalkan 
keterbukaan informasi publik maupun segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan 
publik. Selain itu, pengawasan kepada Badan 
Publik Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta 
dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan 
layanan informasi yang berkualitas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Badan 
Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 
2024 menunjukkan capaian kinerja yang selalu 
mengalami tren peningkatan dan memenuhi target 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru 
di tahun 2024, terdapat 162 badan publik yang 
memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi 
target yang ditetapkan sebanyak 130 badan-
badan publik informatif. Walaupun demikian, masih 
terdapat 149 Badan Publik yang memiliki predikat 
kurang dan tidak informatif pada tahun 2024 dengan 
jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat 
di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak 18 
lembaga.
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B. Analisis Posisi Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan 
teknologi digital di Indonesia berkembang dengan 
cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya 
pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. 
Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun 
budaya mengalami perubahan signifikan akibat 
transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa 
dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih 
ke platform daring, dan layanan pemerintahan 
pun bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan 
ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah 
menjadi elemen kunci dalam pembangunan 
nasional.

Untuk mengukur sejauh mana kemajuan 
transformasi digital baik di tingkat nasional maupun 
di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi menyusun 
Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks 
TDN) yang menjadi alat ukur yang komprehensif 
untuk memantau perkembangan transformasi 
digital secara menyeluruh, serta mendukung 
proses perencanaan program dan kebijakan agar 
lebih tepat sasaran. Indeks TDN disusun dengan 
mengadaptasi konsep Digital Transformation 
Index (DTI) dari UNESCAP yang digunakan untuk 
mengukur tingkat transformasi digital di berbagai 
negara.

Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi 
digital, dimana tahap foundation berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang 
mendukung transformasi digital; tahap adoption berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital 
oleh berbagai pihak; dan tahap acceleration menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui 
inovasi dan pengembangan teknologi canggih.

Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan 5 pilar 
utama, yaitu jaringan dan infrastruktur, pemerintah, 
bisnis, masyarakat, dan ekosistem yang akan diukur 
melalui tahap foundation, adoption, dan acceleration.

Jaringan dan
Infrastruktur

Pemerintah

Bisnis

Masyarakat

Ekosistem
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Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia 
memiliki skor sebesar 49,2 dari skala 100. Meskipun 
masih berada dalam klasifikasi cukup, skor 
tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih 
besar untuk mendorong peningkatan digitalisasi 
di berbagai sektor. Selain itu, dari hasil Indeks 
Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 
2022 terlihat bahwa kesenjangan digital masih 
menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama 
antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut, 
apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing 
pilar (Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022), kemajuan 
transformasi digital nasional masih didominasi oleh 
pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun 
demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur 
yang lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya perlu 
ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan utilisasi 
dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan 
seluruh kelompok masyarakat. 

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan 
infrastruktur digital dan transformasi di berbagai 
sektor terus didorong dan dikembangkan di 
berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk 
meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu 
secara proaktif mengevaluasi capaian transformasi 
digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara 
global. Evaluasi ini penting untuk memahami 
kondisi, perkembangan, dan upaya digitalisasi yang 
diterapkan di berbagai negara, sehingga Indonesia 
dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
serta merumuskan strategi dalam pembangunan 
digital ke depan.

Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022
Sumber: Indeks TDN, 2023
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Gambar 2. Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023
 Sumber: ITU; GSMA, 2023

Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa pembangunan 
infrastruktur digital di Indonesia masih cukup tertinggal 
dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia 
Tenggara. Beberapa indikator masih memperlihatkan skor 
yang belum maksimal, misalnya persentase penetrasi internet 
Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh tertinggal 
dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu pula 
dengan kepemilikan smartphone yang masih sebesar 65,9%. 

Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara 
konsisten melakukan penggelaran infrastruktur 
digital di berbagai wilayah. Kondisi perkembangan 
infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil 
laporan ICT Development Index (IDI) 2023, yang 
dikeluarkan oleh International Telecommunication 
Union (ITU) dan Mobile Connectivity Index (MCI) 
2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur 
tingkat keberhasilan suatu negara dalam 
penggelaran infrastruktur yang merata, berkualitas, 
dan terjangkau.

Secara global, Indonesia memperlihatkan hasil 
yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI, Indonesia 
memperoleh skor 80,1 dan pada hasil MCI, 
Indonesia memperoleh skor 67,9. Meskipun 
demikian, Indonesia masih berada di bawah 
negara-negara regional lainnya, seperti Malaysia 
yang memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI), 
Singapura dengan skor 97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI), 
Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8 (MCI), 
dan Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 
(MCI).

””
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Gambar 3. Perkembangan Konektivitas Digital Nasional
dibanding Negara-Negara Kawasan
  Sumber: Analisis World Bank, 2024

Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, 
kecepatan internet di Indonesia masih relatif 
lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Data dari Speedtest Global Index per Maret 2024 
menunjukkan kecepatan unduh mobile broadband 
sebesar 25,83 Mbps dan menempatkan Indonesia 
di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula 
dengan kecepatan unduh fixed broadband yang 
menunjukkan Indonesia masih di peringkat 125 dari 
181 negara dengan kecepatan 29,37 Mbps, dengan 
tren kecepatan yang masih fluktuatif. 

Secara umum, laporan MCI menunjukkan bahwa 
salah satu hambatan utama dalam adopsi 
internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi 
keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun 
harga perangkat pendukung. Harga layanan mobile 
broadband sudah relatif terjangkau, dilihat dari 
persentase harga layanannya sebesar 1,1% GNI/
capita, sedangkan persentase harga layanan fixed 
broadband sebesar 6,1% GNI/capita (ICT, 2022). 
Meskipun telah mengalami penurunan menjadi 
4,86% untuk harga layanan fixed broadband (ICT, 
2023) tetapi ini masih relatif mahal. Adapun, harga 
layanan yang ideal berdasarkan rekomendasi 
International Telecommunication Union (ITU) 
adalah 2% dari GNI per capita.

Namun demikian, 
dari sisi coverage, 
Indonesia telah 
menunjukkan hasil 
yang sudah cukup 
baik, sebagian besar 
populasi yang ada telah 
tercakup jaringan 4G 
(ICT, 2023). 

““
””
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Di sisi lain, 
pertumbuhan
ekonomi digital 
Indonesia memiliki 
potensi yang cukup 
besar yang dapat 
dilihat dari peningkatan 
nilai ekonomi digital 
tiap tahunnya. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google 
Temasek 2023, Gross Merchandise Value (GMV) 
Indonesia meningkat menjadi US$82 miliar 
dari tahun 2019 sebesar US$41 miliar. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi 
digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat 
pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah 
ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di 
Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar $110 
miliar pada 2025.

Gambar 4. Nilai Ekonomi Digital 2023
(Gross Merchandise Value)

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

””
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Gambar 5. Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023
Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut 
jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti 
Thailand ($36 miliar), Malaysia ($23 miliar), dan 
Singapura ($22 miliar). Ini mencerminkan bahwa 
Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi 
pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, 
dengan potensi pasar digital yang lebih besar. 
Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya 
memberikan manfaat untuk local player Indonesia 
dengan adanya dominasi pemain asing terutama di 
sektor-sektor strategis seperti e-commerce, media 
serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 
Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar 
asing akan menguasai 74% di tahun 2030 dengan 
potential loss mencapai 2000 Triliun Rupiah jika 
tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang 
tepat dari pemerintah. 

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar 
dalam ekonomi digital, salah satu tantangan 
utama yang dihadapi adalah kualitas sumber 
daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih 
tergolong rendah. Pada tahun 2023, Indonesia 
menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks Talent 
Competitiveness dari 134 negara dengan skor 
40.25, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga 
seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2 
dengan skor 77.11, dan Malaysia di peringkat ke-
42 dengan skor 51.35. Kualitas SDM ini sangat 
penting untuk dimaksimalkan agar Indonesia dapat 
mengoptimalkan potensi ekonominya dalam sektor 
digital. SDM yang unggul dan kompetitif tidak hanya 
diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga 
untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi 
digital secara efektif. 

Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga 
menghadapi tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga 
profesional bidang TIK/digital, melihat potensi yang ada 
dan demand yang cukup tinggi, jumlah pekerja sektor TIK 
dibandingkan total pekerja secara keseluruhan masih di bawah 
rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh tertinggal dibandingkan 
Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5.1%, China 3,0%, 
dan India 1%. 

““
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Gambar 6. Digital Civility Index
Sumber: Microsoft, 2020

Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat 
memanfaatkan ketersediaan internet untuk hal yang 
produktif dan tidak disertai dengan netiquette (etika 
berinternet) yang baik di media sosial. Berdasarkan 
pengukuran Digital Civility Index Microsoft 2020, 
Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. 
Tingginya keterpaparan masyarakat Indonesia 
terhadap risiko online seperti ujaran kebencian, 
sexual risk, cyberbullying, hingga pornografi 
menunjukkan rendahnya kesopanan online dan 
kurangnya pemahaman tentang pentingnya 
menjaga etika berinternet. 

Peringkat ini juga masih di bawah dari negara 
ASEAN lainnya, seperti Singapura mencatatkan 
posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 
10, dan Vietnam peringkat 24.

Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga 
merubah lanskap di ranah pemerintahan. Jika 
dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih 
tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik 
yang berkualitas. Menurut survei yang dilakukan 
oleh ITU terkait E-Government Development 
Index (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia masih 
berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia 
telah berada pada peringkat 53, Singapura 12, 
Thailand pada peringkat 54, dan Brunei Darussalam 
pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut, 
pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh 
Kemenpan RB menunjukkan bahwa tingkat 
kematangan SPBE nasional pada tahun 2024 
adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa 
SPBE masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, 
Indonesia telah berupaya memperkuat posisinya 
dalam lanskap digital, dimulai dengan pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi. Perluasan jaringan 4G 
ke berbagai wilayah merupakan perkembangan 
signifikan yang telah dicapai, tetapi capaian ini 
masih perlu ditingkatkan untuk menyamai negara-
negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia, 
dan Thailand telah menunjukkan hasil yang 
lebih unggul dalam hal kualitas internet dengan 
kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, nilai 
ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, 
dengan peningkatan pada Gross Merchandise Value 
(GMV), yang saat ini melampaui negara-negara 
ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan potensi besar 
ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya 
masih perlu ditingkatkan, terutama dalam 
memberdayakan pemain lokal. Sementara itu, 
masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan 
dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, 
serta masih perlu meningkatkan literasi digital dan 
etika berinternet. 
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Potensi dan Permasalahan

A. Analisis Tren
Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai 
bidang, didukung oleh ekonomi nasional yang cukup 
kuat, penetrasi internet yang tinggi, serta jumlah 
pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang 
besar. Tercatat tahun 2024, pengguna internet di 
Indonesia tercatat telah mencapai 79,5% (APJII, 
2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta 
(Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara 
stabil dengan inflasi yang tetap terkendali.

Di masa depan, persaingan antar negara akan 
semakin berkaitan erat dengan kemajuan teknologi 
digital, dan Indonesia harus mampu bersaing di 
dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai 
hal ini, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur 
digital, meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor, 
serta menciptakan masyarakat yang berdaya 
saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam 
menghadapi berbagai tren teknologi depan. 

Infrastruktur digital yang handal akan menjadi 
landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
Dengan memiliki jaringan yang lebih cepat dan 
berkualitas, melalui pembangunan infrastruktur 
digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan 
ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja 
baru, yang kelak akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan.

Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet 
yang semakin tinggi di masa depan akan 
meningkatkan permintaan akan data yang cukup 
besar. 

Diperkirakan global internet traffic tahun 2030 
mencapai 710 Exabytes dan 2000 Exabytes tahun 
2045, dengan Indonesia berkontribusi 20% di 
dalamnya (Mastel, 2023).Saat ini, kapasitas data 
center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada 
tahun 2020 (Bank, 2024).

Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas 
2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, 
diperkirakan diperlukan sekitar 1.595 MW atau 
sekitar 22 kali lipat lebih besar daripada kapasitas 
saat ini. Selain dengan pertumbuhan traffic data 
yang semakin besar, kecepatan internet juga 
menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar 
dan beberapa sektor strategis, adapun peningkatan 
kecepatan mobile broadband dapat meningkatkan 
lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank, 
2024)

a. Konektivitas Digital
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Digitalisasi di berbagai sektor seperti e-health, 
e-farming, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, 
hingga e-government juga semakin masif dilakukan. 
Diperkirakan tren perkembangan teknologi di tahun-
tahun mendatang yang perlu diantisipasi, antara lain: 
(i) Artificial Intelligence (AI); (ii) Internet of Things 
(IoT); (iii) Metaverse; (iv) Cloud Computing; (v) 
Blockchain; dan (vi) Data Analytics. Penerapan 
teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu 
juga akan membuka peluang baru untuk inovasi dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, 
adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan 
di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi. 

Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia 
dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2030, usia 
produktif penduduk Indonesia diperkirakan 
mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah). Dengan 
jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, 
Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan 
daya saing global. Akan tetapi, untuk memanfaatkan 
peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk 
memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya 
adalah talenta digital. Saat ini, talenta digital 
Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sedangkan 
kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta 
pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024). 
Dengan optimalisasi yang dilakukan, ekonomi 
digital diproyeksi dapat mencapai Rp 4.067 triliun 
pada tahun 2029 (Bappenas, 2023). 

b. Ekosistem Digital
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B. Permasalahan yang akan dihadapi

a. Konektivitas Digital

Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih Terbatas

Pembangunan broadband difokuskan 
pada penyediaan akses yang merata bagi 
seluruh lapisan masyarakat, memastikan 
kualitas layanan internet yang baik, 
dan menjamin keterjangkauan akses 
internet untuk mewujudkan meaningful 
connectivity. Meski demikian, beberapa 
aspek tersebut masih belum sepenuhnya 
tercapai dan menghadapi berbagai 
tantangan. 

Penggunaan internet di Indonesia 
meningkat pesat setiap tahun, didorong 
oleh perluasan cakupan layanan mobile 
broadband 4G. Meskipun, kualitas 
layanan masih relatif rendah. Sementara, 
penetrasi dan jangkauan layanan fixed 
broadband, baik di rumah tangga maupun 
di titik-titik layanan publik, masih tergolong 
rendah. Penggelaran infrastruktur digital 
di berbagai daerah juga menghadapi 
berbagai kendala dan tantangan. Selain 
itu, perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) yang memadai 
merupakan kunci utama dalam mengakses 
internet, tetapi penetrasi perangkat TIK 
(laptop dan smartphone) masih tergolong 
rendah. 

Di sisi kualitas, kecepatan internet di 
Indonesia masih tergolong rendah, baik 
pada mobile broadband maupun fixed 
broadband. Kondisi ini disebabkan oleh 
beberapa kendala, seperti pengelolaan 
sumber daya frekuensi yang belum 
optimal dan efisien, serta kualitas dan 
manajemen layanan telekomunikasi 
yang belum sesuai standar. Selain itu, 
harga layanan internet, khususnya fixed 
broadband, masih tergolong cukup tinggi. 
Faktor penyebabnya adalah tingginya 
biaya penggelaran infrastruktur dan belum 
efisien.

Pertumbuhan penggunaan internet di 
Indonesia tidak lepas dari peran industri 
telekomunikasi sebagai penyedia jasa 
layanan. Namun, dalam beberapa tahun 
terakhir, kondisi industri telekomunikasi 
Indonesia dianggap kurang sehat, yang 
mengakibatkan kemampuannya dalam 
melakukan investasi juga menurun. Di 
sisi lain, keberadaan OTT (over-the-top) 
juga semakin besar dan telah mendisrupsi 
keberlanjutan industri telekomunikasi. 

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam 
mewujudkan broadband yang merata dan 
berkualitas, antara lain:

Pembangunan akses broadband menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam 
meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi internet 
oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik layanan publik

Jangkauan mobile broadband (4G/LTE) sudah tinggi (97,16% luas pemukiman)
Jangkauan fixed broadband masih rendah (ODP 70,88% kecamatan)
Jangkauan 5G masih rendah (4,44% luas pemukiman)
Usage gap fixed broadband tinggi (24,5 juta rumah tangga belum menggunakan 
layanan)

1.
2.
3.
4.

Broadband
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Akses internet di sekolah masih rendah (42,38% sekolah)
Akses internet di puskesmas masih rendah (40,80% puskesmas)
Akses internet di kantor pemerintah masih rendah (44,32% kantor pemerintah)
Kepemilikan smartphone rendah (67,88% penduduk)
Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah tangga)

5.
6.
7.
8.
9.

Rata-rata kecepatan mobile broadband 
rendah (25,83 Mbps)
Rata-rata kecepatan fixed broadband rendah 
(28,37 Mbps)
Rata-rata latensi mobile broadband tinggi (26 
ms)
Rata-rata latensi fixed broadband tinggi (7 
ms)

Harga layanan mobile broadband terjangkau 
(0,24% GNI/Capita)
Harga layanan fixed broadband mahal 
(4,86% GNI/Capita)

Persentase EBITDA margin pada tahun 
2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami 
penurunan (dibandingkan tahun 2022 sebesar 
48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%). 
Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB 
(0,20% PDB)
Regulatory cost (spektrum) cukup tinggi (>10% 
pendapatan operator)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

Gambar 7. Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia
Sumber: World Bank, 2023

Kualitas internet rendah dan tidak stabil Harga layanan internet belum 
terjangkau

Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah

Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong 
rendah dan tidak stabil, baik untuk mobile broadband 
maupun fixed broadband. Selain itu, kualitas layanan 
internet di setiap daerah juga berbeda-beda.

Harga layanan fixed broadband yang masih cukup 
tinggi menjadi faktor utama yang menghambat 
tingkat adopsi fixed broadband, sementara harga 
layanan ideal yang direkomendasikan oleh ITU 
adalah maksimal 2% dari GNI/Capita.

Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang 
tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung 
stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta 
adanya inefisiensi cost dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin 
mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang 
mengakibatkan penurunan pendapatan operator. 
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Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat Akibat 
Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas Digital

Pertumbuhan Ekosistem Data Center Masih Rendah

Pertumbuhan permintaan terhadap data center diprediksi akan terus mengalami 
peningkatan, didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah 
populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan 
konsumsi data. Selain itu, ekspansi ekonomi digital juga memainkan peran signifikan 
dalam mendorong kebutuhan akan pusat data. Percepatan adopsi teknologi-teknologi 
baru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan konsep metaverse semakin 
memperkuat kebutuhan akan data center dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi.

Kondisi existing menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait data center di 
Indonesia berada di sisi penyediaan. Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah 
dan pertumbuhannya yang lambat,  membuat Indonesia cenderung tertinggal jika 
dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan 
data center di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas, tidak stabil, dan belum 
berkelanjutan. Selain itu dari sisi keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang 
mengatur data center di Indonesia.

Berikut Isu strategis terkait perkembangan data center di Indonesia, antara lain:

Kebutuhan akan data center diproyeksikan akan terus meningkat (1,41 K MW 
pada tahun 2029)
Nilai pasar layanan berbasis cloud diproyeksikan akan terus meningkat
(2,1 Miliar Dolar AS pada tahun 2024)

Kapasitas data center Indonesia masih rendah ( < 1 W per Kapita)
Rasio belanja modal terhadap PDB untuk penyimpanan
dan pemrosesan data sangat rendah (0,09%)
Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan
(Kontribusi energi baru terbarukan hanya 13,09%)

1.

2.

1.
2.

3.

Data Center
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Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan Kedaruratan 
yang Silo
Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia 
masih dilakukan secara silo, masing-masing instansi terkait memiliki layanan panggilan 
darurat yang berbeda-beda (117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk Damkar, 
118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum adanya masterplan untuk keseluruhan 
sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia juga menghambat 
integrasi antar instansi tersebut.

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi dibutuhkan dalam 
menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam 
penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih fragmented, 
belum menggunakan teknologi terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh 
wilayah Indonesia. 

Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi khusus di Indonesia, antara 
lain:

Instansi terkait jaringan komunikasi khusus cenderung mempertahankan 
sistem existing (Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans)
Belum terdapat masterplan untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, 
dan kedaruratan

1.

2.

Jaringan Komunikasi Khusus

Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia 
(142 Kab/Kota)

Sistem diseminasi peringatan dini belum terintegrasi dengan jaringan internet
Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim
Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung pada sistem konvensional 
yang kurang aman dan andal (LMR, TETRA)
Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak terjamin, tetapi belum 
diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi untuk backup (redundant) 
masih minim sistem Digital 

1.

1.
2.
3.

4.

Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh 
Kabupaten/Kota

Infrastruktur dan Sistem Existing Belum Terpadu dan Belum 
Terjamin Keandalannnya

Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai dengan standar internasional 
(112 dan 911) belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya operasional 
dari layanan tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah.

Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi untuk kebencanaan di Indonesia 
masih terbatas, belum cukup untuk menyediakan backup. Selain itu, adopsi teknologi 
dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim, terlihat dari sistem diseminasi 
peringatan dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta masih digunakannya 
sistem konvensional seperti LMR (Land Mobile Radio) dan TETRA (Terrestrial Trunked 
Radio). Hal tersebut menyebabkan sistem existing menjadi kurang aman dan andal.
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Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi 
ekonomi digital terhadap PDB Indonesia 
terus mengalami peningkatan, dimana 
pada tahun 2023 nilainya mencapai $82 
miliar atau setara dengan Rp1.283 triliun 
dan diperkirakan akan terus tumbuh secara 
signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy 
SEA Report 2023). Namun demikian, 
aktivitas transaksi ekonomi digital di 
Indonesia masih dikuasai oleh pasar 
asing dan local player industri lokal belum 
bertumbuh secara signifikan. Transformasi 
ekonomi berbasis digital memungkinkan 
akses yang lebih luas ke pasar global 
serta mendorong peningkatan inovasi dan 
kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang 
pada ujungnya dapat memperkuat daya 
saing ekonomi secara keseluruhan. 

Akan tetapi, pergeseran menuju ekonomi 
digital tidak lepas dari berbagai tantangan 
yang harus diatasi. Kesenjangan digital 
yang masih cukup lebar antara daerah 
perkotaan dan pedesaan mencerminkan 
perbedaan signifikan dalam akses 
terhadap internet dan teknologi, di mana 
masyarakat di wilayah terpencil sering 
kali mengalami keterbatasan yang 
memperburuk ketimpangan sosial dan 
ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses 
infrastruktur, ketimpangan dalam aspek 
keterampilan digital juga menjadi isu 
krusial, di mana masyarakat di daerah 
terpencil seringkali kurang memiliki 
kemampuan dan pengetahuan yang 
memadai untuk memanfaatkan teknologi 
secara optimal.

Hal ini berdampak pada keterbatasan 
mereka dalam mengakses peluang 
ekonomi baru, seperti e-commerce dan 
pekerjaan jarak jauh, yang semakin 
berkembang di era digital. Ketimpangan 
dalam akses terhadap pendidikan dan 
pelatihan digital juga memperparah situasi 
ini, menghambat kemampuan individu 
dan komunitas untuk berpartisipasi penuh 
dalam ekonomi digital. 

Kebutuhan akan pengembangan 
ekosistem digital yang lebih memadai 
serta peningkatan kapabilitas inovasi di 
berbagai sektor menjadi salah satu isu 
dalam mencapai ekonomi digital yang 
lebih inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat 
dan kapabilitas inovasi yang memadai, 
transformasi digital di berbagai sektor 
akan berjalan lambat dan tidak merata, 
yang pada akhirnya dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi dan daya saing 
global. Pengembangan ekosistem ini 
mencakup perluasan infrastruktur digital, 
peningkatan akses terhadap modal dan 
sumber daya (termasuk ketersediaan 
talenta digital), serta penciptaan 
lingkungan yang kondusif bagi inovasi 
melalui regulasi yang mendukung dan 
kemitraan strategis. Dengan demikian, 
sektor-sektor industri dapat lebih efektif 
dalam mengadopsi teknologi terbaru, 
meningkatkan efisiensi, dan menciptakan 
produk serta layanan yang lebih inovatif.

b. Ekosistem Digital
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Ekosistem startup digital nasional memiliki potensi untuk tumbuh,
tetapi perkembangannya tidak signifikan 

Startup kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan

Startup digital memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. 
Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus 
tantangan bagi startup untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan 
pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi 
existing   ekosistem startup di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti 
keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan 
infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan 
Pulau Jawa.

Berikut merupakan Isu strategis terkait startup digital di Indonesia, antara lain:

Startup menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia, dibuktikan dengan 
kontribusinya telah mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024). Selain 
itu, Indonesia juga telah memiliki potensi pengembangan ekosistem startup, ditandai 
dengan Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara pada Global Startup 
Ecosystem Index 2024. Akan tetapi, masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan 
ekosistem startup di Indonesia. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku startup adalah kesulitan 
dalam memperoleh akses pendanaan. Para pelaku startup membutuhkan dukungan 
finansial yang kuat untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global. 

Tingkat kesuksesan startup Indonesia hanya mencapai 1-5%. 
Lebih dari 57% persebaran startup di Indonesia masih didominasi oleh kota-kota 
besar di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung. 
Sebanyak 48.1% startup yang ada didominasi oleh skala usaha mikro, yang 
umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil, dan minimnya 
koneksi ke inkubator/industri yang menghambat pertumbuhan inovasi.
Pendanaan pada startup digital 70% masih berpusat di Jabodetabek.

Sebanyak 34.1% startup di Indonesia mengalami kendala dalam modal usaha.
Total investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, tetapi nominal pendanaan bagi startup mengalami penurunan 
signifikan pada tahun 2022, dari US$11,352 million menjadi US$3,698 million. 
Kualitas startup Indonesia saat ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan 
oleh investor dan meyakinkan investor untuk menyalurkan pendanaannya, 
sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan. 
Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekosistem investasi melalui 
angel investor, tetapi potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik yang 
disebabkan oleh kurangnya awareness serta approach untuk menarik minat para 
calon angel investor untuk berinvestasi pada startup di Indonesia. Diperlukan 
langkah dalam meningkatkan awareness yang dapat dilakukan melalui forum 
networking. 

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

Startup Digital
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Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi yang rendah 
Tingkat keberlanjutan startup juga dipengaruhi oleh kapabilitas inovasi yang mereka 
miliki. Startup dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu 
beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk dan 
layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, startup memerlukan dukungan dan 
ekosistem yang memadai untuk dapat mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk 
ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang berkualitas. 

Startup yang ada saat ini belum banyak bergerak untuk mendorong produktivitas 
di sektor-sektor ekonomi. Sebanyak 32.7% startup yang ada masih bergerak di 
bidang general, dimana bidang ini mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu 
spesifik sehingga inovasi yang dihasilkan cenderung lebih umum dan kurang 
memiliki daya saing yang kuat. 
Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi tidak dilakukan dengan memadai 
akibat keterbatasan jumlah laboratorium, innovation hub, maupun makerspace 
di daerah. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 166 creative 
hub dimana mayoritas masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta 14 
lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389 lembaga inkubator yang ada. 
Ketersediaan talenta digital yang terampil juga dapat menjadi salah satu 
faktor yang menghambat pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90% 
perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia belum 
mampu memenuhi kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga mengalami 
kesulitan dalam menemukan pekerja dengan keterampilan digital yang tepat. 
Kapasitas talent founder dan talent teknis yang relatif kurang memadai dengan 
pengetahuan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat 
inovasi startup di Indonesia. Talenta lokal cenderung tidak memiliki mindset 
global dan lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. 
Untuk itu, program mentoring dan kolaborasi dengan industri domestik maupun 
global perlu diperluas untuk membantu startup dalam membangun inovasi dan 
menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi digital yang 
lebih canggih.

1.

2.

3.

4.
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Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi 
pangsa pasar gim Indonesia masih didominasi oleh pemain asing

Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi 

Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim lokal di Indonesia diperkirakan 
mencapai 2,5 miliar USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun 2025. Namun, 
95% pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim-gim impor. 

Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas di 
masing-masing sektor, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan 
inovasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tantangan mulai dari 
keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi teknologi. 

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengembangan gim lokal dalam 
manajemen produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana sebanyak 36% 
pengembang gim mengalami kekurangan kemampuan dan skill yang dibutuhkan 
dalam pembuatan gim. 
Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri gim 
nasional. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang gim 
menghadapi permasalahan kekurangan jumlah SDM dalam pembuatan gim. 
Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal, termasuk akses ke pendanaan, 
infrastruktur teknologi, dan platform distribusi, masih belum berkembang secara 
optimal. 

Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor strategis nasional umumnya masih 
berada pada level emerging, yang artinya sektor-sektor tersebut masih berada 
dalam proses integrasi teknologi tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan 
potensi digitalnya. 
Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas, yaitu pertanian, maritim, 
kesehatan, logistik, pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya disebabkan oleh 
empat faktor utama, yaitu:

Keterbatasan dan distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang 
tidak merata, terutama di wilayah terpencil;
Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di masing-masing sektor untuk 
mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya;
Investasi dan kemudahan dalam akses pembiayaan kepada para pelaku 
usaha untuk mengembangkan bisnis; dan
Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi 
dan transformasi digital di masing-masing sektor.

1.

2.

3.
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b.

c.

d.

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat mobile di Indonesia menjadi 
peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif 
dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, 
perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 
keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan 
kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di Indonesia, antara lain:

Industri Gim
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Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI), blockchain, Internet 
of Things (IoT), dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk 
mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Potensi pemanfaatan teknologi-
teknologi baru ini dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan 
publik maupun sektor industri. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi 
baru di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan.

Berikut merupakan isu strategis terkait Ekosistem Teknologi baru di Indonesia, antara 
lain: 

Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru menuntut 
akselerasi dalam berbagai aspek digital
Perkembangan teknologi baru (seperti AI, Blockchain, Big Data, dst) yang semakin 
pesat membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga 
perekonomian nasional. Riset menunjukkan bahwa AI berpotensi untuk meningkatkan 
PDB Indonesia hingga 12% atau setara dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. 
Namun, dampak ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur sektoral 
dan tingkat kematangan infrastruktur AI di Indonesia. Selain itu, Big Data juga memiliki 
potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor strategis. 

Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru 
tergolong masih rendah. Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia 
masih berada pada early stages dan penerapannya masih terbatas pada sektor-
sektor tertentu. 
Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital yang mumpuni di berbagai 
sektor.
Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 
teknologi baru ke dalam sebuah proses bisnis.
Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri 
berbasis teknologi baru.

1.
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Ekosistem Teknologi Baru

Pertumbuhan platform digital belum menghasilkan nilai tambah 
berarti bagi perekonomian

Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan model 
bisnis baru yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi 
industri co-existence.

Equal treatment belum dapat dilakukan terhadap platform OTT dan mengancam 
keberlangsungan industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan radio, 
dsb.
Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi regulasi, perizinan, hingga 
monetisasi layanan.
Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada industri yang terkena disrupsi 
digital.
Lambatnya pembaharuan regulasi untuk pengembangan ekosistem digital yang 
kondusif dan andal.
Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan 
dinamika global.

1.
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Tata Kelola Ekosistem Digital
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Sektor pos berperan sebagai tulang 
punggung dalam lalu lintas perdagangan 
pada ekonomi digital. Adanya peningkatan 
tren industri e-commerce menjadi 
tuntutan bagi penyelenggara pos untuk 
meningkatkan sebaran infrastruktur dan 
titik layanan, dengan tetap memperhatikan 
kualitas layanannya. Namun demikian, 
kondisi existing sebaran titik layanan pos 
di Indonesia masih tergolong rendah, di 
mana hanya mencakup sebagian wilayah 
Indonesia dan masih terkonsentrasi 
di Pulau Jawa sebagai wilayah yang 
mendominasi usaha e-commerce di 
Indonesia.

Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang 
dikuasai oleh penyelenggara berskala 
besar berpotensi menimbulkan berbagai 
praktik yang dikhawatirkan menjadi 
ancaman bisnis bagi penyelenggara 
berskala kecil untuk dapat bersaing. 

Sedangkan, tata kelola perizinan yang 
tidak efektif menyebabkan jumlah 
penyelenggara layanan pos di Indonesia 
menjadi tergolong sangat besar dengan 
didominasi oleh pelaku usaha berskala 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 
tanpa diiringi dengan adanya kebijakan 
standarisasi layanan minimum.

Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan 
bagi sektor pos di Indonesia untuk mampu 
meningkatkan daya saing di skala global. 
Hal tersebut tidak terlepas dari adanya 
inefisiensi dalam penyelenggaraan 
pos akibat minimnya kolaborasi 
dan optimalisasi infrastruktur antar 
penyelenggara pos. 

Berikut merupakan isu strategis yang 
terjadi dalam upaya mewujudkan 
pemerataan infrastruktur serta layanan 
yang berkualitas pada sektor pos di 
Indonesia.

Pos dan Logistik

Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum Inklusif
Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan masih terbatas di 
daerah terpencil, selain itu kondisi existing dari rantai logistik (logistic chain) masih 
terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas. Hal ini kemudian berdampak pada 
kesenjangan tarif layanan serta lama waktu pengiriman barang antar wilayah di 
Indonesia.

Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari seluruh kecamatan di 
Indonesia per tahun 2024)
Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58% titik layanan pos existing 
terkonsentrasi di Pulau Jawa)
Infrastructure sharing belum masif dilakukan oleh penyedia layanan pos, 
sehingga menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok logistik (logistic chain)

1.
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3.

Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik Cenderung Lambat
Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia layanan pos berskala besar yang 
dapat melakukan adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan berskala kecil 
masih menggunakan teknologi konvensional.

Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi digital masih terbatas, terutama 
bagi penyedia layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di Indonesia 
merupakan berskala usaha mikro dan kecil)
Rendahnya awareness pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital  
(Hanya 43,45% tenaga kerja di bidang transportasi dan pergudangan yang 
bekerja menggunakan internet)

1.

2.
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Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos

Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif

Keberadaan marketplace yang kini juga menyediakan layanan pos dan kurir menjadi 
tantangan bagi penyedia layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi belum ada 
penindakan yang tegas.

Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang tindih dan fragmented di mana 
terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa kementerian. Hal 
ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia 
layanan. Selain itu kondisi regulasi yang fragmented belum disatukan oleh roadmap 
maupun rencana nasional terkait pembangunan industri pos kedepannya.

Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena (di bawah HPP) oleh 
marketplace (maraknya ‘free ongkir’ yang dilakukan oleh marketplace)
Opsi kurir di marketplace yang dibatasi dan tidak transparan, tanpa ada regulasi 
yang jelas

Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di beberapa kementerian (izin 
terkait penyelenggaraan pos merupakan wewenang Kemenkomdigi, izin terkait 
jasa transportasi merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, izin terkait 
marketplace merupakan wewenang Kementerian Perdagangan)

1.
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1.

Regulasi existing belum mengatur proses/aktivitas pos secara end-to-end atau 
dari hulu ke hilir
Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait standar layanan minimum dari 
penyelenggara pos

2.

3.

Penyiaran

Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi industri penyiaran nasional. 
Masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media 
OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat. Akibatnya, pendapatan industri 
penyiaran, yang mayoritas berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk 
media penyiaran FTA (Free to Air). Pelaku industri penyiaran menghadapi kesulitan 
dalam bersaing karena regulasi yang tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan 
pengawas khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara aturan tersebut tidak 
berlaku bagi penyedia layanan OTT. Selain itu, lambatnya upgrade teknologi penyiaran 
juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran 
nasional. 

Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat ini, konten digital dari 
internet, termasuk layanan OTT, lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan 
konten TV dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan media internet yang 
lebih tinggi. Namun, konten digital yang belum diatur seringkali membawa dampak 
negatif. Pelaku penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam bersaing 
dengan layanan OTT dalam menyediakan konten. Adapun penyebabnya adalah 
terbatasnya survei kepemirsaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan dengan 
cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan minat 
penonton di seluruh Indonesia.
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Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun dan 
Mengancam  Keberlanjutan Industri

Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap media, dimana 
konten on-demandlebih digemari. Lambatnya upgrade teknologi penyiaran juga menjadi 
salah satu penghambat, dimana saat ini ekosistem penyiaran digital baru terbentuk 
(paska ASO) dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem untuk implementasi 
teknologi next-gen untuk penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran harus 
bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih digemari oleh masyarakat.

Pangsa pasar pengeluaran iklan TV Free-to-Air (FTA) terus mengalami 
penurunan, yakni sebesar 24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 
40,8% pada tahun 2019.
Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih terbatas hanya melalui 
perangkat tertentu (TV, Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk 
implementasi 5G broadcast maupun Integrated Broadcast Broadband (IBB) 
masih belum tersedia.

1.

2.

Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas 
akses bagi penggunanya, di sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan 
tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan akses adalah melalui 
implementasi teknologi konvergensi penyiaran, misalnya melalui Integrated Broadcast-
Broadband (IBB) yang menggabungkan DTV terrestrial  dan internet. Namun demikian, 
kondisi existing dari infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di Indonesia 
masih perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan teknologi next-gen tersebut.

Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan digitalisasi penyiaran 
yang berkualitas, antara lain:

Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran dengan OTT

Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak terciptanya fair level of playing field 
antara penyedia layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia layanan industri 
penyiaran terikat dengan aturan terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan 
pengawas, sementara tidak dengan media OTT.

Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA dan media OTT1.

Tabel 2. Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT
Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024
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Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran
Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan sepanjang tahun, tersaingi oleh 
media internet. Di sisi lain, masih terdapat wilayah blank spot yang belum mendapatkan 
layanan siaran digital, salah satu akibatnya adalah keterbatasan penggelaran 
infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah multiplexer (MUX) pada beberapa wilayah 
layanan dengan populasi TV tunggu juga masih terbatas.

Penetrasi media FTA  terus menurun sementara penetrasi media internet 
meningkat selama tahun 2015-2022

Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi kualitas resolusi siaran SD dan 
HD (belum mampu jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst)

1.

2.

Tabel 3. Perubahan tingkat penetrasi media
sepanjang 2015-2022

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

Konten Penyiaran yang tidak Bersaing
Saat ini konten digital, termasuk yang berasal  media OTT lebih diminati oleh masyarakat. 
Selain karena minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi konten penyiaran, 
penyedia layanan penyiaran juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas 
konten akibat survei kepemirsaan di Indonesia yang tidak menyeluruh.

Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2 Jam 41 Menit untuk TV dan 
41 menit untuk Radio)
Survei kepemirsaan hanya dilakukan Nielsen dan belum menyeluruh (11 Kota 
dan 55,9 Juta Penonton)

1.

2.
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Saat ini, di tengah pesatnya 
perkembangan teknologi digital dan diikuti 
oleh persebaran informasi yang tidak 
mengenal batasan ruang dan waktu, tata 
kelola ekosistem digital dan pengawasan 
ruang digital di Indonesia masih 
menghadapi berbagai isu dan tantangan 
baik aspek sosial kemasyarakatan 
maupun aspek bisnis dan industri. Dalam 
aspek sosial kemasyarakatan, tantangan 
tersebut mencakup penyebaran konten 
negatif, aktivitas judi online, pornografi, 
radikalisme, hingga penyebaran berita 
bohong melalui media sosial yang 
mengancam kohesi sosial dan keamanan 
individu. Jumlah pengguna internet 
yang semakin meningkat di berbagai 
kalangan usia diiringi dengan rendahnya 
pengawasan ruang digital menyebabkan 
kelompok anak-anak dan remaja semakin 
rentan terhadap paparan konten negatif 
dan aktivitas ilegal di ruang digital, dimana 
menurut data Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di 
tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 
520 ribu pemain judi online masih berusia 
di bawah 20 tahun dengan potensi 
kerugian akibat judi online yang mencapai 
Rp900 Triliun. 

Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas 
di ruang digital menimbulkan berbagai isu 
krusial, seperti pelindungan data pribadi 
dan maraknya praktik penipuan online 
yang menjadi hambatan serius bagi 
kepercayaan publik terhadap layanan 
digital. Lemahnya upaya pelindungan 
data pribadi masyarakat menyebabkan 
tingginya potensi insiden kebocoran data 
pribadi yang merugikan perekonomian 
Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) di tahun 2024, tercatat sebanyak 94 
juta pengguna telah mengalami kebocoran 
data pribadi dengan perkiraan kerugian 
finansial rata-rata sebesar $4,88 juta per 
kasus kebocoran data. Berikut identifikasi 
isu strategis yang dihadapi dalam 
mewujudkan pengawasan ruang digital 
yang efektif dan mampu memastikan 
ruang digital yang aman dan kondusif bagi 
masyarakat:

C. Pengawasan Ruang Digital

Berdasarkan pengukuran Digital Civility Index Microsoft pada tahun 2020, 
Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara.
Posisi Indonesia pada Child Online Safety Index berada di peringkat 26 dari 
total 30 negara yang diukur.
Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000 pemain judi online berasal 
dari kelompok usia di bawah 10 tahun.
Berdasarkan angka dari Datareportal Tahun 2024, secara rata-rata masyarakat 
Indonesia menghabiskan waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk 
aktivitas hiburan dan sumber informasi.

1.

2.

3.

4.

Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu 
diantisipasi

Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 
semua kelompok masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat perkembangan 
teknologi mendorong sulitnya menyaring konten negatif seperti pornografi, judi online, 
kekerasan, cyberbullying, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan 
kerentanan masyarakat, terutama anak-anak, dalam memanfaatkan ruang digital 
secara aman dan nyaman.
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Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun
Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak kebocoran 
data saat ini masih menemui berbagai isu penting seperti:

Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level PP telah usai di Bulan 
Oktober 2024. Akan tetapi, peraturan turunan UU tersebut masih belum 
disahkan, termasuk Rancangan Perpres Badan PDP. 
Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan perlunya penyesuaian 
mekanisme koordinasi antar lembaga saat ini yang menjalankan fungsi 
pengawasan pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya kerangka 
kelembagaan yang bersifat tetap dan independen. Dalam masa transisi ini, 
penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi 
lintas sektor penting untuk dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan 
memastikan pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara optimal.

1.

2.

Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap 
perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan menjadi 
kurang efektif
Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, regulasi 
pengawasan untuk memitigasi dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk 
menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: 

Teknologi baru seperti AI, blockchain, dan IoT berkembang sangat pesat, 
berbagai ancaman teknologi baru bermunculan mulai dari AI deepfake dan 
manipulasi, AI phishing, malware, dan ransomware, serangan distributed 
denial-of-service (DDoS), pencurian data hingga manipulasi persepsi dan 
realitas, menjadi tantangan baru yang perlu direspons secara tepat. Mengingat 
proses penyusunan regulasi memerlukan kajian yang komprehensif dan 
partisipatif, penguatan kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif 
terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan dan 
integritas ruang digital.
Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan analisis menyeluruh 
tentang potensi dampak jangka pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, 
sosial, maupun keamanan.

1.

2.
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Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu sama 
lain dan belum bersifat end-to-end dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses digitalisasi pelayanan publik yang 
merata dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi 
prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan publik yang belum tersedia secara 
digital, sementara pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling terhubung 
antara satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakannya.

Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori 
Baik.
Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi pemerintah terbangun 
secara silo dan tidak saling terhubung.
Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital layanan publik 
maupun layanan administrasi pemerintahan dengan melakukan pengembangan 
dan operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari 53 sektor layanan 
yang telah dikelompokan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang 
tercantum pada Peraturan Presiden No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur 
SPBE Nasional, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang 
telah didukung.
Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi mendukung proses 
transformasi digital adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia salah satunya tergambar 
melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024, skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 
3,12 atau dalam kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks 
Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang menghasilkan skor 51,12 
dan juga berada dalam kategori baik. Kedua data ini menunjukkan masih terdapat 
banyak ruang perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan pelayanan 
publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendukung seperti pusat 
data nasional masih belum terbangun dan sistem pemerintahan digital masih belum 
saling terhubung satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih terdapat 
banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar kebijakan, pengawasan serta 
kapasitas SDM pemerintah di bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang 
dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:

D. Pemerintah Digital

Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal pelayanan publik 
sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk 
dapat diakses oleh masyarakat. 

Kemandirian sektor pemerintahan untuk mengelola layanan digitalnya
Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan teknologi yang berkembang 
pesat dan perubahan tata kelola pemerintahan dengan layanan digital yang 
dikelola
Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat terhubung atau saling ber 
interoperabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5.

a.
b.

c.
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Digital Public Infrastructure belum tersedia dan termanfaatkan 
sepenuhnya oleh IPPD
Digital Public Infrastructure (DPI) menurut Bill & Melinda Gates Foundation adalah 
kumpulan sistem dan platform digital dasar yang dirancang untuk mendukung 
penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata kelola digital melintasi berbagai 
sektor. Infrastruktur ini berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik menghubungkan 
orang, data, dan uang sehingga berbagai layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, 
dan aman.

Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:

Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi krusial dalam memastikan layanan 
publik digital pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan 
infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat terhubung lebih baik, membuat 
layanan lebih efisien dan responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI belum 
sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah masih cenderung membangun solusi 
digitalnya sendiri secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi silo yang menyulitkan 
pertukaran data dan fungsionalitas antar layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan 
pemerintah digital belum sepenuhnya terwujud.

Digital identity systems: memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan 
otentikasi identitas unik untuk digunakan dalam skenario digital.
Digital payment systems: memungkinkan pemerintah, bisnis, dan individu 
untuk mengirim dan menerima uang secara instan, terlepas dari siapa yang 
mengelola akun tersebut.
Data exchange systems: memungkinkan individu, organisasi, dan pemerintah 
untuk berbagi informasi digital secara aman.

1.

2.

3.

1.

2.

Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI data exchange systems tercermin 
melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu 
Infrastruktur SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer data dan 
informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung 
dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan dioperasionalkan pada 
tahun 2022 untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar 
layanan SPBE, adopsinya masih terbatas. 
Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh IPPD baru mencapai 55%, 
dengan 345 IPPD menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi 
antar instansi. Pada tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi 65%, 
atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total target 629 IPPD pada Desember 
2024. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai 
bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi 
menyeluruh oleh seluruh IPPD, sehingga potensi DPI untuk menghubungkan 
dan mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas belum terealisasi secara 
merata dan belum termanfaatkan secara optimal.
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Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien

Fleksibilitas  tata  kelola dan birokrasi pemerintah membantu pemerintah dalam beradaptasi pada 
perkembangan teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan ekosistem digital. Meskipun 
demikian, kondisi tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong kurang efisien. 
Banyak sistem yang masih berjalan secara silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal ini 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit 
kerja. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan 
berkelanjutan berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka dan berkelanjutan.

Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK

Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks 
Transformasi Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 
bahwa Indonesia memiliki indeks skor TDN sebesar 
49,2. Skor ini meningkat dari sebelumnya sebesar 
43,67 pada tahun 2018. Peningkatan skor indeks 
TDN mencerminkan tren positif dan kemajuan 
transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi, apabila 
dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa 
perkembangan transformasi digital pada tingkat 
daerah di Indonesia masih belum merata. Hanya 
15 Provinsi dari total seluruh provinsi di Indonesia 
yang mendapatkan indeks skor Baik sedangkan 
sebagian besar lainnya hanya mendapatkan indeks 
skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan 
transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan 
ini perlu perhatian karena dapat memunculkan 
berbagai efek negatif seperti kesenjangan sosial, 
menghambat inovasi, dan ketidakadilan dalam 
pelayanan publik. Untuk mencegah dampak negatif 
tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital 
perlu melakukan pemerataan tingkat pemahaman 
serta mendorong transformasi digital kepada 
Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk 
kemudian diterapkan pada e-government masing-
masing daerah.

Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata 
nasional dan berada di posisi cukup berdasarkan 
Indek SPBE dan Indek TDN. Skor Indeks 
Transformasi Digital Nasional (TDN) merupakan alat 
ukur yang disusun oleh Kementerian Komunikasi 
dan Digital dengan mengacu kepada kerangka 
Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan 
untuk melihat perkembangan transformasi digital 
di tingkat nasional hingga daerah. Pengukuran 
indeks ini menjadi penting karena dapat membantu 
mengidentifikasi kesenjangan digital antara pusat 
dan daerah sehingga memungkinan perencanaan 
dan pelaksanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran 
serta alokasi sumber daya secara efektif. Hasil 
indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat 
perkembangan dan adopsi teknologi digital di 
Indonesia masih rendah serta terdapat tantangan 
yang dihadapi masing-masing pilar pembangunan 
digital yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. 
Pada tingkat provinsi secara rata-rata skor indeks 
TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum 
ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam 
Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi 
yang mendapatkan indeks cukup.

Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan 
pelayanan publik yang adil dan setara melalui 
pemerataan digitalisasi pelayanan publik. ””
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Perkembangan teknologi yang terus 
berkembang dengan pesat menuntut 
industri untuk selalu membutuhkan 
tenaga kerja dengan keterampilan digital 
yang terbarukan dan relevan. Seiring 
dengan munculnya inovasi-inovasi baru 
di era digital, industri di berbagai sektor 
perlu beradaptasi dengan cepat untuk 
tetap kompetitif. Hal ini menciptakan 
permintaan yang tinggi untuk pekerja 
yang tidak hanya memiliki pemahaman 
dasar tentang teknologi digital, tetapi 
juga mampu menguasai keterampilan-
keterampilan khusus yang diperlukan 
untuk mengoperasikan, mengelola, dan 
mengembangkan sistem dan perangkat 
digital canggih. Akan tetapi, jumlah SDM 
digital nasional yang tersedia belum 
mampu memenuhi kebutuhan industri 
tersebut. 

Sementara dari sisi kualitas, skills yang 
dimiliki oleh SDM digital existing masih 
belum memadai untuk memenuhi standar 
yang diperlukan oleh industri modern. 
Ketimpangan skills juga masih terlihat di 
berbagai daerah, dengan banyak pekerja 
terampil yang masih terfokus pada wilayah 
tertentu seperti kota-kota besar dan 
pusat industri, ketidakmerataan distribusi 
keterampilan ini dapat menghambat 
pertumbuhan dan inovasi di daerah. 
Keterbatasan SDM digital nasional ini 
disebabkan oleh berbagai isu strategis, 
seperti akses pelatihan digital belum 
merata dan tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia, lambatnya update keterampilan 
untuk mengikuti perkembangan teknologi, 
infrastruktur digital yang belum merata, 
dan biaya sertifikasi yang masih mahal 
bagi beberapa golongan masyarakat.   

Isu terkait SDM digital ini juga tidak 
terlepas dari peran pendidikan dalam 
mempersiapkan calon talenta digital, 
kurangnya lulusan pendidikan STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics), sistem pendidikan 
yang belum cukup responsif terhadap 
perkembangan teknologi yang cepat, 
kolaborasi antara institusi pendidikan 
dan industri yang belum efektif, dan 
infrastruktur TIK yang belum merata di 
semua lembaga pendidikan menyebabkan 
pendidikan sering kali tidak berorientasi 
pada future ready workforce. 

Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam 
aspek keterampilan digital, tetapi juga 
mencakup perilaku digital masyarakat 
secara keseluruhan. Penggunaan internet 
oleh masyarakat sering kali tidak disertai 
dengan etika yang baik di media sosial, yang 
dapat menyebabkan pergeseran norma-
norma berbasis Pancasila. Ketidaktahuan 
atau ketidakpedulian terhadap etika 
digital ini tidak hanya merugikan individu, 
tetapi juga dapat mengganggu harmoni 
sosial dan mengikis nilai-nilai budaya 
yang telah lama dijunjung tinggi. Dari sisi 
keamanan digital, kurangnya kesadaran 
dan pemahaman masyarakat tentang 
keamanan digital dapat mengakibatkan 
risiko keamanan siber, pencurian identitas, 
dan penyebaran informasi palsu. Meskipun 
akses teknologi dan internet semakin luas, 
banyak individu belum teredukasi baik 
tentang praktik keamanan digital yang 
penting seperti pengaturan privasi dan 
pengenalan penipuan online. 

E. SDM dan Masyarakat Digital

””
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Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata kurangnya kesadaran 
pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya peningkatan literasi digital yang belum 
berjalan efektif. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi 
digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan 
konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak 
yang belum terbangun dengan baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga 
sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. 

Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional yang berdaya saing dan 
sesuai dengan kebutuhan industri, antara lain:

Upaya linkmatch belum optimal dalam menyelaraskan supply 
talenta digital dengan kebutuhan industri

Upaya linkmatch yang belum optimal menyebabkan perusahaan kesulitan menemukan 
tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal 
ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang 
terampil dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang mudah diakses oleh seluruh 
masyarakat 
Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga kerja di sektor digital 
Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan sektor TIK existing dan 
belum sesuai dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital

1.

2.
3.

Mismatch SDM digital nasional
Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital menghadapi tantangan baik dari 
sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital belum 
sebanding dengan kebutuhan talenta digital. Sementara itu, secara kualitas, sulit 
menemukan SDM digital yang memiliki skill yang dibutuhkan.

Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari 
pekerja dengan kemampuan digital. (Kemenaker, 2023)
Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, 
sementara kebutuhan talenta digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang 
(Kajian Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024)
Berdasarkan APAC digital skills study, di Indonesia, tingkat penggunaan 
keterampilan digital di tempat kerja adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk 
tingkat intermediate, 7% untuk tingkat advanced, dan sebanyak 73% tidak 
menggunakan keterampilan digital di tempat kerja (APAC digital skills study 
report Gallup & AWS, 2023)

1.

2.

3.

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang
Ekosistem pelatihan digital belum berkembang menyebabkan terbatasnya akses dan 
kualitas pelatihan bagi SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat adaptasi 
SDM terhadap dinamika perubahan teknologi.

Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun
Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan tidak menyasar pada 
kebutuhan skill di pasar tenaga kerja
Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu yang lama
Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penyusunan SKKNI bidang 
kominfo sesuai Perpres 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK 6 Tahun 2022
Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja digital secara makro dan 
keterampilan di berbagai tingkatan
Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk 
mendapatkan sertifikasi

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era digital
Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan belum 
menyesuaikan keterampilan yang diperlukan industri berpotensi menciptakan 
kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang semakin 
mengandalkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan digital.

Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era digital, saat ini terdapat 
136.442 sekolah dari 220.711 sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan 
World Bank, 2024)
Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan lulusan pada tahun 2023 
hanya 18.47% (Bappenas, 2023)
Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi 
digital
Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang memadai di bidang digital
Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam mengembangkan pendidikan
Belum mengintegrasikan soft skills dalam proses kegiatan belajar mengajar

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Keterbatasan keterampilan digital pada SDM ASN
Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat penting dalam mengimbangi 
perkembangan teknologi ke depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa 
depan memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun saat ini, talenta digital 
ASN dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada level kapasitas 
dasar.

Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi digitalnya (Pijar 
foundation, 2024)
Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum cukup menekankan 
pentingnya keterampilan digital
Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan untuk ASN
Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai tidak melihat kebutuhan ke 
depan
Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi keterampilan digital dan 
kemampuan bisnis

1.

2.

3.
4.

5.

Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital yang 
rendah
Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 
masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan 
bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap penipuan dalam ruang digital 
seperti kejahatan etika, konten negatif, dan penipuan finansial

Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Kominfo, 
2023)
Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024)
Penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten 
(Kominfo, 2023)
Peningkatan pinjaman online hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023)
Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan 
meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, 2023)

1.

2.
3.

4.
5.
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Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal 
produktif

Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat cenderung digunakan 
untuk aktivitas hiburan dan konsumsi konten yang tidak mendukung peningkatan 
produktivitas. Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak dimanfaatkan secara 
optimal untuk memberdayakan masyarakat.  

Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk 
mengakses internet, dengan media sosial menjadi layanan yang diakses setiap 
harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024)
Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk 
mencari informasi (VID2045, 2023)
Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang 
dan jasa melalui platform online (Survey IMDI, 2022)
Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi e-commerce masih rendah, 
terlihat dari 34,7% masyarakat yang sering menerapkan metode cash on delivery 
(COD) dalam pembelian secara online (Survey IMDI, 2022)

1.

2.

3.

4.

Informasi dan Komunikasi Publik

F. Komunikasi Publik dan Media

Komunikasi publik menjadi krusial 
dalam proses penyampaian informasi 
terkait kebijakan, program, serta layanan 
pemerintah yang harus dilakukan 
secara cepat, akurat, dan merata untuk 
membangun kepercayaan dan partisipasi 
masyarakat. Komunikasi publik perlu 
memperhatikan beberapa aspek; pertama, 
keberagaman geografis dan demografis, 
mempertimbangkan pendekatan 
komunikasi yang adaptif terhadap 
berbagai kondisi masyarakat untuk 
menciptakan akses informasi yang inklusif. 
Kedua, kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi, yang dapat menjadi peluang 
sekaligus tantangan baru dalam proses 
penyelenggaraan komunikasi publik. 
Meskipun teknologi telah berkembang 
pesat, masih terdapat kesenjangan yang 
signifikan antar kelompok masyarakat 
dalam memperoleh akses informasi di 
berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap 
informasi yang disampaikan oleh 
pemerintah turut menjadi tantangan. 
Maraknya berita palsu atau hoaks 
berpotensi menimbulkan disinformasi dan 
misinformasi bagi masyarakat, sehingga 
perlu diantisipasi dengan meningkatkan 
kualitas tata kelola komunikasi yang efektif.

Pada sisi kualitas, informasi publik harus 
mampu disampaikan secara mudah 
dipahami dan tepat sasaran, dengan 
menyesuaikan kebutuhan dan kondisi 
perilaku masyarakat dalam mengonsumsi 
informasi di era digital. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan pemetaan target audiens 
serta penyusunan strategi komunikasi 
yang relevan.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam 
mewujudkan penyebaran informasi dan 
komunikasi publik yang merata dan 
berkualitas, antara lain sebagai berikut:



57

Akses informasi publik yang belum inklusif dan kapasitas SDM 
komunikasi publik yang masih terbatas

Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang 
terintegrasi dari pusat hingga daerah

Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga kini masih menghadapi berbagai 
tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi juga berkaitan 
dengan jaringan humas pemerintah yang masih belum optimal.

Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan 
aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menyasar ke 
seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi 
menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan 
informasi publik.

Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan daerah masih kurang 
dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah yang terintegrasi
Akses informasi belum menjangkau ke seluruh kelompok masyarakat, seperti 
wilayah 3T maupun akses kepada kelompok rentan
Keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintah 
dalam mengelola informasi publik
Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap 
informasi yang disebarkan oleh pemerintah
Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pengetahuan dan kemampuan 
menggunakan informasi yang masih terbatas

Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui 
media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah
Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak up-to-date
Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik
Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar 
masyarakat untuk memahami informasi

1.

2.

3.

4.

5.
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2.
3.
4.

Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola 
konsumsi informasi di era digital
Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan 
yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform online dan media sosial 
sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran 
informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital 
dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko 
terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting.

​​Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami 
transisi ke arah konten digital
Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan 
lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial

1.

2.

Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani 
krisis dan konter isu belum memadai
Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami 
kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian 
informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, 
yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan 
kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan 
respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis.
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Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara 
optimal 

Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi 
dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai 
kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi 
dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada 
menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik 
diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik.

Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang 
komprehensif untuk mengonter isu dan sentimen secara cepat dan responsif
Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih 
rendah

Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi 
pengelolaan konten informasi publik
Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola 
jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi 
program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital 
dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi

1.

2.

1.

2.

3.

Lingkup komunikasi publik juga berkaitan 
dengan media massa, dimana media 
berfungsi sebagai saluran utama untuk 
menyampaikan informasi dari pemerintah 
kepada publik. Selain itu, media juga 
memainkan peran pengawas (watchdog) 
terhadap tindakan pemerintah, 
memberikan kritik konstruktif, dan 
memastikan akuntabilitas pemerintah. 
Media massa juga mendidik masyarakat 
tentang isu-isu penting dan kebijakan 
pemerintah, serta berperan dalam 
pembentukan opini publik melalui 
penyebaran informasi yang berkualitas 
dan berimbang. 

Seiring dengan perkembangan teknologi 
yang pesat, penyebaran informasi melalui 
media massa semakin masif dimana 
industri pers mengalami transformasi dari 
pemberitaan melalui media cetak menjadi 
media digital. Kondisi ini memberikan 
berbagai peluang dan tantangan terhadap 
industri media massa, di satu sisi media 
massa dapat menjangkau masyarakat 
lebih luas secara lebih efisien, tetapi di 
sisi lain ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap media massa timbul akibat 
maraknya pemberitaan hoaks di berbagai 
platform digital. 

Fenomena ini mempengaruhi kestabilan 
ekosistem media massa akibat 
pertumbuhan platform digital, sehingga 
keberlanjutan media massa terutama 
pers dan penyiaran di era digital semakin 
tergerus. 

Isu terkait media massa di Indonesia tak 
lepas dari peran pers dalam menyediakan 
pemberitaan informasi publik yang 
berkualitas sesuai dengan pedoman yang 
berlaku. Kualitas insan pers dianggap 
belum merata di tiap daerah, serta 
kesejahteraan pers semakin sulit karena 
model bisnis yang kurang adaptif. Adapun 
dari sisi penyiaran, kualitas program 
siaran televisi cenderung mementingkan 
jumlah penonton melalui program hiburan 
dibandingkan memperbanyak program 
edukatif. 

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam 
mewujudkan pembangunan media massa 
yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, 
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), 
antara lain:

Transformasi Industri Media Massa
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Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal

Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi 
masyarakat dan industri pers

Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan independensi dan kebebasan 
media semakin terkekang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik atau 
ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita dan pemilihan naratif. Pelaksanaan 
standar etika jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum konsisten, sehingga 
kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan. 

Perkembangan teknologi mempengaruhi akses informasi menjadi lebih cepat, sehingga 
masyarakat lebih mudah memperoleh berita dari media sosial. Tingginya perhatian 
publik terhadap pemberitaan di media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi 
media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial memungkinkan jurnalisme warga 
yang menambah variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan etika jurnalistik.

Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah lembaga pers terverifikasi, dan 
pengawasan pers yang belum optimal
Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai informasi di media sosial 
dibandingkan portal berita
Portal berita lebih mementingkan clickbait dan porsi iklan yang lebih besar 
dibandingkan isi konten
Masyarakat enggan membayar subscription portal berita

1.

2.

1.

2.

3.

Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum terintegrasi

Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan media 
konvensional

Terdapat data dan informasi dari Badan Publik yang tidak tersaji dengan lengkap, 
akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan koordinasi antar 
lembaga menyebabkan informasi seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini 
menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta membatasi partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Penurunan oplah dan pendapatan iklan karena pergeseran audiens ke platform digital 
memengaruhi stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak perusahaan 
media konvensional berjuang untuk mempertahankan operasi dan memberikan gaji 
layak bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan, perusahaan media perlu beradaptasi 
dengan teknologi baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengembangkan model 
bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti langganan digital dan kemitraan strategis. 

​​Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga ke daerah dalam pengelolaan 
informasi publik
Kurangnya transparansi badan publik dalam menyediakan informasi bagi 
masyarakat

​​Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji karyawan di bawah UMR, 
kurangnya perlindungan terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan ancaman 
dari pihak luar
Playing field antara perusahaan pers, platform media, dan media sosial 
dianggap tidak adil dan merugikan industri pers

1.

2.

1.

2.

Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara 
optimal 
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C. Analisis SWOT Jangka Menengah
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Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian 
Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita.

Gambar 8. Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029
Sumber: Komdigi, 2025

Visi Kementerian 
Komunikasi dan Digital 
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Kerangka Renstra 
Kemenkomdigi 
2025-2029 
berfokus untuk 
mendukung 
pencapaian 
tahap pertama 
Visi Indonesia 
Emas 2045, 
yang bertujuan 
untuk menjadikan 
Indonesia sebagai 
negara yang 
berdaulat, maju, dan 
berkelanjutan.  

Dalam konteks ini, Kemenkomdigi berkomitmen 
untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna 
menuju kedaulatan dan kemandirian digital 
Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita, 
dengan tujuan utama mencakup terciptanya 
konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan 
ekosistem digital yang memberdayakan, serta 
memastikan ruang digital yang aman dan berdaulat. 
Transformasi ini melibatkan pengembangan 
pemerintah digital, ekonomi digital, serta masyarakat 
digital, yang semuanya didukung oleh tata kelola 
digital yang solid, pengembangan startup digital, 
ekosistem industri gim, dan pembangunan industri 
digital (emerging technologies). 

Infrastruktur digital, termasuk broadband, spektrum 
dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi 
khusus, serta data center, menjadi fondasi penting 
bagi proses transformasi ini. Selain itu, komunikasi 
publik, pengendalian dan pengawasan ruang 
digital, serta internal manajemen berperan sebagai 
pendukung dalam memastikan pelaksanaan strategi 
ini berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka ini, 
Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi 
digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman 
menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan 
terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan
Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, 
kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional
Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital 
di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi 
pentahelix
Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan 
informasi publik yang akuntabel dan terpercaya

1.

2.

3.

4.

Misi Kementerian 
Komunikasi dan Digital
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Indeks Transformasi Digital Nasional
Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

 Indikator Tujuan Kemenkomdigi yaitu:

Tujuan yang ditetapkan Kementerian Komdigi adalah Menciptakan konektivitas digital 
bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang 
aman dan berdaulat.

1.
2.

Tujuan Kementerian 
Komunikasi dan Digital

Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan 
terjangkau
Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus 
secara nasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital 
nasional
Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital
Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu 
dan citizen centric
Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat
Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien

Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah 
diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian 
sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran 
strategis Kemenkomdigi.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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9.

Sasaran Strategis Kementerian 
Komunikasi dan Digital
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Tabel 4. Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis
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Arah Kebijakan
dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen 
strategis nasional, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-
2029, dan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045) telah disusun 
dan menempatkan akselerasi digital sebagai elemen kunci dalam 
mendukung Indonesia Emas 2045. 

Kemenkomdigi berperan penting dalam 
mempercepat transformasi digital 
melalui pembangunan infrastruktur 
digital yang merata, mendorong 
transformasi di seluruh sektor, serta 
menciptakan akses informasi terpercaya.

““



7777

A. Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 

Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 
2025–2045 menetapkan lima 
Agenda Nasional utama, yaitu: 
Transformasi Sosial; Transformasi 
Ekonomi; Transformasi Tata 
Kelola; Supremasi Hukum, 
Stabilitas, dan Kepemimpinan 
Indonesia; serta Ketahanan 
Sosial Budaya dan Ekologi. 
Sejalan dengan amanat Presiden, 
Kementerian Komunikasi dan 
Digital menjalankan peran 
strategis sebagai regulator 
dan fasilitator dalam bidang 
komunikasi dan digital nasional.

Dalam kerangka RPJPN 
tersebut, Transformasi digital 
diidentifikasi sebagai salah 
satu elemen dalam mendukung 
Transformasi Ekonomi dan 
merupakan bagian dari agenda 
Indonesia Emas 8. Transformasi 
Digital dilakukan dengan 
tujuan Membangun Ekosistem 
Transformasi Digital melalui 
pengembangan Super Platform. 
Dalam mendukung hal tersebut, 
arah kebijakan transformasi 
digital diarahkan pada penguatan 
supply, penguasaan teknologi, 
dan penguatan demand, yang 
didukung oleh fondasi penguatan 
keamanan siber dan penelitian 
serta pengembangan (R&D).

Selanjutnya dalam pembangunan 
komunikasi publik, arah 
pembangunannya difokuskan 
pada peran komunikasi efektif 
untuk mendukung setiap aspek 
transformasi, terutama dalam 
mendukung agenda Transformasi 
Sosial dan Transformasi Tata 
Kelola. Berdasarkan RPJPN 
2025-2045, penguatan 
komunikasi publik yang merata, 
adil, berdaulat, dan akuntabel 
untuk meningkatkan kepercayaan 
dan partisipasi masyarakat 
menjadi arah kebijakan strategis 
mendukung tujuan Indonesia 
Emas 10. Komunikasi publik yang 
inklusif dan terintegrasi menjadi 
kunci dalam menyampaikan 
program pembangunan 
nasional, memperkuat partisipasi 
masyarakat, serta membangun 
kepercayaan publik terhadap 
pemerintah. Dalam jangka 
panjang, komunikasi publik 
diarahkan untuk lebih responsif 
terhadap dinamika sosial-budaya, 
dengan fokus pada penyebaran 
informasi yang relevan guna 
menciptakan masyarakat yang 
lebih partisipatif dan terinformasi.
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B. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) dilakukan dalam mendorong 
penguatan fondasi transformasi, untuk mendukung lima sasaran vv: (1) Pendapatan Per Kapita Setara 
Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh 
di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas 
Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. 

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara & mendorong kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, & ekonomi 
biru; 
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, 
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, 
dan penyandang disabilitas;  
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan 
pemberantasan kemiskinan; 
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; 
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta 
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program Prioritas Nasional 
(PN), antara lain: 

•
•

•

•

•

•

•

•

PN 1
PN 2

PN 3

PN 4

PN 5

PN 6

PN 7

PN 8
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Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk memperkuat sistem komunikasi publik 
nasional dan meningkatkan standar kualitas informasi publik.
Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk mengembangkan ekosistem digital guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk memperluas dan mengembangkan 
infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional.
Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan guna 
mewujudkan pemerintah digital yang terpadu  

Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, 
PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 
7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital. 

•

•

•

•

Gambar 9. Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7
Sumber: Bappenas, 2025
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Arah Kebijakan dan Strategi 
Kementerian Komdigi

Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, 
akselerasi digital merupakan elemen penting 
untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. 
Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong 
kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi 
utama dalam menciptakan daya saing bangsa di 
tengah persaingan global yang semakin kompleks. 
Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan 
mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, 
memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan 
potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, program 
Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai 
pengembangan ekosistem digital yang produktif, 
ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan 
masyarakat yang siap dengan era digital masa 
depan. Program ke depan tidak akan hanya dilakukan 
untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang 
merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan 
untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai 
wilayah dengan mendorong transformasi digital 
di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, 
dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi 
digital di daerah bisa secara bertahap bertumbuh 
dan berkembang, dan pada akhirnya mengkontribusi 
pertumbuhan ekonomi nasional.  

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital 
menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan 
visi Indonesia Emas 2045, dengan target 
meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing 
Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. 
Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh 
Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas 
infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi 
sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan 
keamanan siber, pengembangan riset, serta 
pengembangan super platform digital. Sejalan 
dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi 
publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers 
dan media massa, membangun sistem komunikasi 
yang inklusif, serta memastikan kesetaraan 
masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda 
tersebut, pengukuran capaian dan tingkat 
keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi 
Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi 
melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, 
bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai 
dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK 
(IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, 
Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks 
Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, 
yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut 
diampu oleh Kemenkomdigi.

A. Konektivitas Digital

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima 
tahun ke depan (2025-2029), kebijakan bidang 
broadband diarahkan untuk mencapai konektivitas 
broadband yang merata dan berkualitas di seluruh 
Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun 
lima sasaran program yaitu: 

meningkatnya coverage broadband yang 
menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya 
penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband; 
meningkatnya kualitas internet broadband nasional; 
meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi 
dan data center yang berkelanjutan; serta 
meningkatnya pertumbuhan industri perangkat 
digital dalam negeri. 
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a. Meningkatnya Coverage Broadband yang Menjangkau 
ke Seluruh Indonesia
Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar 
bagi seluruh masyarakat di era digital saat ini. 
Belum tersedianya akses internet di seluruh desa di 
Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan sosial-
ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta 
membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam ekonomi digital global.Untuk mengatasi hal 
ini, peningkatan jangkauan broadband dilakukan 
dengan 3 cara, yaitu peningkatan jangkauan mobile 
broadband (4G), peningkatan jangkauan fixed 
broadband, serta peningkatan jangkauan mobile 
broadband (5G).

Strategi perluasan jangkauan mobile broadband 
dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah 
yang terintegrasi, dengan Direktorat Jenderal 
Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator 
dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur 
secara menyeluruh. Pemberdayaan operator 
telekomunikasi menjadi strategi utama untuk 
menjangkau wilayah yang memiliki kelayakan 
komersial. Sementara itu, untuk menjangkau 
wilayah yang belum layak secara komersial, 
perlu dilakukan penetapan Wilayah Pelayanan 
Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) 
secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan 
berkelanjutan.

Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, 
intervensi dilakukan oleh BAKTI dengan pendekatan 
berbasis teknologi yang paling efisien, disertai 
sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator 
agar infrastruktur yang dibangun dapat segera 
dialihkan dan dioperasikan secara komersial. 
Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa 
peran BAKTI bersifat sementara (non-permanen), 
serta mendorong percepatan exit strategy yang 
terencana dan berorientasi pada keberlanjutan 
layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi 
tersebut, BAKTI berada dibawah supervisi Direktorat 
Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman 
pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Infrastruktur Digital. 

Sementara itu, perluasan jangkauan fixed broadband 
akan diakselerasi melalui kemitraan strategis 
antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemerintah 
daerah, yang diperkuat dengan dukungan kebijakan 
nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan 
untuk memastikan percepatan pembangunan serta 
sinkronisasi infrastruktur telekomunikasi hingga ke 
tingkat daerah, termasuk integrasi dengan rencana 
tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. 
Lebih lanjut, pengembangan jaringan broadband 
(5G) akan diprioritaskan pada kawasan dan sektor 
prioritas, seperti kawasan industri dan/atau kawasan 
ekonomi khusus.

Meningkatnya Coverage Mobile Broadband (4G) Desa/Kel 
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Meningkatnya Coverage Jaringan Fixed Broadband
ke seluruh wilayah Indonesia

Meningkatnya akses next-generation broadband

b. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband
Di samping permasalahan pada ketersediaan 
akses, terdapat permasalahan usage gap pada 
konektivitas fixed broadband yang terlihat dari 
jumlah home passed/rumah yang dilalui jaringan 
fiber optic sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 
juta rumah tangga terhubung fixed broadband. Hal 
tersebut diakibatkan oleh kurangnya awareness 
dari masyarakat dalam memanfaatkan internet 
(terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu 
keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat 
yang kompatibel masih terbatas.

 Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan 
yang dapat meningkatkan penetrasi broadband 
di Indonesia. Pengembangan demand ini salah 
satunya dapat dimulai dari dorongan melalui 
penyediaan di berbagai titik layanan publik, 
diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun 
kantor pemerintah. Dengan penyediaan internet 
di layanan publik diharapkan dapat meningkatkan 
penetrasi internet karena titik-titik layanan publik 
tersebut memiliki potensi dan demand yang cukup 
besar.
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Meningkatnya Penetrasi Pengguna Broadband Nasional

c. Meningkatnya kualitas internet broadband nasional
Pengembangan konektivitas yang berkualitas 
menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong 
peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. 
Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan 
kualitas internet broadband antar wilayah di 
Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan 
rata-rata unduh baik mobile broadband maupun 
fixed broadband. Dalam mendukung peningkatan 
kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan 
layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet 
mobile broadband nasional dilakukan melalui 
dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum 
frekuensi radio untuk kebutuhan broadband, serta 
pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi 
radio. 

Sedangkan, untuk mendukung peningkatan 
kualitas layanan fixed broadband dilakukan melalui 
pengendalian QoS layanan internet broadband 
dan mendorong tersedianya internet exchange 
dan Content Delivery Network (CDN) di beberapa 
wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan 
spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan 
broadband melalui pendekatan kebijakan nasional 
untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan 
QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta 
pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten 
dan kota di Indonesia. 
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Meningkatkan kualitas mobile broadband melalui penataan dan pengendalian 
spektrum frekuensi radio

Meningkatnya kualitas fixed broadband melalui pengukuran
Quality of Services (QoS) dan Quality of Experience (QoE) Telekomunikasi

d. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center 
yang berkelanjutan
Konektivitas broadband di Indonesia tidak terlepas 
dari peran industri telekomunikasi yang melakukan 
penggelaran jaringan hingga menyediakan layanan 
telekomunikasi. Namun, kesehatan industri 
telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat 
profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, 
diiringi dengan peningkatan cost yang harus 
dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya berbagai disrupsi 
digital turut menciptakan ekosistem kompetisi yang 
tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya 
akan berdampak negatif pada keberlanjutan industri 
telekomunikasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya 
untuk memastikan industri telekomunikasi sehat 
dan berlanjut melalui sasaran mengakselerasi 
pertumbuhan industri telekomunikasi 
yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk 
mengembangkan industri data center dilaksanakan 
melalui penyusunan peta jalan pengembangan 
data center beserta standarisasi keamanan dan 
sustainability.
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Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan industri data center dalam negeri 
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e. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman
Percepatan transformasi digital di berbagai sektor 
mendorong pentingnya pengembangan industri 
perangkat digital yang aman sebagai fondasi 
ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, 
tantangan seperti lemahnya standardisasi perangkat 
digital, perlindungan pengguna, dan pengelolaan 
limbah elektronik (e-waste) dapat menghambat 
pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, 
diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi 
perangkat data center, layanan sertifikasi dan 
pengujian perangkat digital, serta perlindungan 
pengguna perangkat telekomunikasi.

Selain fokus pada penyediaan konektivitas broadband 
yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, 
terdapat pula arah strategis untuk mempercepat 
penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan 
khusus yang mencakup  percepatan integrasi sistem 
kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan 
alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung 
kebutuhan layanan khusus.

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan dan pengawasan 
limbah elektronik harus diperkuat untuk mengurangi 
dampak lingkungan. Selain itu, kebijakan strategis 
yang memfasilitasi link match industri TIK dalam 
negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi 
pasar domestik diperlukan untuk mendorong 
pertumbuhan industri perangkat digital yang sehat 
dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjawab 
kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga 
memastikan keberlanjutan ekosistem digital 
nasional.

Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan 
terstandarisasi

““
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f. Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya 
untuk layanan khusus dan penyiaran

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya 
untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki 
peran strategis dalam mendukung kebutuhan 
nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam 
memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, 
penyediaan spektrum frekuensi radio untuk 
kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta 
memperluas layanan siaran digital.

Integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan 
diarahkan untuk memperkuat tata kelola, 
infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui 
pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan 
sistem komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, 
penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk 
kebutuhan layanan khusus dan penyiaran bertujuan 
untuk memastikan ketersediaan spektrum frekuensi 
radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi 
Pemerintah. 

Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan

Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk 
kebutuhan layanan khusus dan penyiaran
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Dalam agenda perencanaan pembangunan 
lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang 
ekonomi digital diarahkan melalui sasaran 
strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
dari pengembangan ekosistem digital nasional. 
Selain untuk mendukung target pertumbuhan 
ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan 
untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam 
pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Upaya ini dilakukan melalui program-program untuk 
peningkatan pertumbuhan industri digital (startup 
digital nasional dan industri gim), percepatan 
digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan 
industri AI dan teknologi baru, serta peningkatan 
pertumbuhan industri TIK, seperti pos logistik dan 
penyiaran.

B. Ekosistem Digital
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a. Meningkatnya penciptaan 
nilai ekonomi digital dengan 
penguatan ekosistem digital 
nasional 

Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar 
bagi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 
2045. Pertumbuhan ekonomi digital perlu didorong 
oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi 
secara meluas untuk memastikan daya saing yang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan 
ekosistem digital akan difokuskan pada penguatan 
pertumbuhan startup digital, pengembangan 
industri gim, serta pengembangan industri digital 
lainnya termasuk layanan komputasi awan (cloud).

Upaya ini akan didukung oleh tata kelola dan regulasi 
yang mendorong terciptanya fair playing field bagi 
seluruh pelaku usaha Indonesia. Pengembangan 
ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional dan 
kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan 
langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan 
ekosistem digital yang telah tumbuh untuk terus 
memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan 
ekonomi nasional. 

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan Startup Digital Nasional 
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Meningkatnya Pertumbuhan Ekosistem Gim Nasional

Mengembangkan Tata Kelola Ekosistem Digital untuk Iklim Usaha yang Sehat

b. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan AI dan teknologi 
baru di sektor strategis nasional

Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital 
nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital 
dan pengembangan inovasi akan difokuskan pada 
sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup adopsi 
teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), 
blockchain, dan Internet of Things (IoT), yang akan 
diintegrasikan dalam pengembangan bisnis dan 
industri, khususnya pada sektor prioritas utama 
yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi.

Penguatan ekosistem teknologi baru juga akan 
didukung melalui penyusunan roadmap nasional 
pengembangan industri AI sebagai panduan 
strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, 
penyediaan ekosistem sandbox akan dioptimalkan 
sebagai ruang uji coba teknologi, model bisnis, dan 
tata kelola baru yang adaptif dan berorientasi pada 
percepatan pertumbuhan industri digital secara 
inklusif dan berkelanjutan.
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Mempercepat Transformasi Digital di Sektor Strategis dengan Pemanfaatan 
Teknologi Baru

Meningkatnya Pertumbuhan Bisnis Bidang Teknologi Baru
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c. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan 
(2025-2029), kebijakan di bidang pos logistik 
dan penyiaran difokuskan untuk mendorong 
pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri 
pada tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, 
kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas 
layanan di seluruh wilayah Indonesia melalui 
penekanan pada pemerataan layanan, dan 
digitalisasi sektor pos logistik, serta peningkatan 
kinerja dan daya saing industri pos logistik dalam 
lingkup nasional dan global.

Sementara itu, pada sektor penyiaran, kebijakan 
difokuskan pada penguatan tata kelola industri 
penyiaran yang responsif terhadap perkembangan 
teknologi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan 
penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan 
yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan 
pertumbuhan industri penyiaran.

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik
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Menguatnya Tata Kelola untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pos Logistik di Seluruh Wilayah Indonesia



9494

d. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital
Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan 
(2025-2029), penyelenggaraan pengelolaan data 
serta pengendalian untuk mendukung bidang 
ekosistem digital akan berfokus pada dua sasaran 
utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan 
data dan monitoring kualitas layanan untuk 
memastikan data yang akurat, terintegrasi,

dan mendukung pengambilan keputusan, serta 
memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, 
dan penyiaran memenuhi standar yang diharapkan. 
Kedua, peningkatan kepatuhan penyelenggara 
terhadap regulasi yang berlaku untuk menciptakan 
ekosistem yang tertib dan transparan.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Monitoring Kualitas 
Layanan Bidang Ekosistem Digital

Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Pos Logistik, Penyiaran,
Telekomunikasi, dan Informatika
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Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan 
ekosistem digital nasional

a. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi 
pemerintah digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan 
(2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan 
pengembangan sistem smart government menjadi 
hal mendasar dalam mereformasi tata kelola 
pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, 
sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah 
digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi 
dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital 
yang terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran 
strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan 
infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan 
mengakselerasi transformasi digital daerah.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang 
bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan 
meningkatkan kualitas layanan publik yang 
memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, 
peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan 
optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital 
yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas 
antar satu sama lain. 

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan 
pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric, 
pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan 
aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien 
dan terpadu.  Adapun strategi untuk mewujudkan 
hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 
teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi 
infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan 
meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas 
aplikasi pemerintah.

C. Pemerintah Digital
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Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan
teknologi pemerintah digital

Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien
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b. Mengakselerasi 
transformasi
digital daerah

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi 
daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan 
peningkatan kualitas layanan publik.

Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu 
mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis 
digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi 
digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan 
kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 
Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat 
dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam 
pemanfaatan teknologi digital.

Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah
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Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital

a. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi 
elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah kebijakan 
bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada pelindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di 
ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan pengawasan 
dan kesetaraan di ruang digital, serta menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat.

Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas 
masyarakat seperti berinteraksi, bekerja, dan 
berbelanja yang dilakukan secara online di dalam 
ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang 
digital turut disertai dengan arus informasi yang 
semakin deras, menyajikan berbagai konten positif 
maupun negatif yang semakin sulit untuk disaring. 
Aktivitas masyarakat di ruang digital juga semakin 
dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi 
baru yang semakin canggih. Akan tetapi, teknologi 
baru tersebut tidak hanya memberikan manfaat 
kepada masyarakat melainkan juga berpotensi 
memiliki dampak negatif yang merugikan seperti 
pencurian data, serta manipulasi persepsi dan 
realitas.

Oleh karena itu, untuk tetap dapat memanfaatkan 
teknologi dengan nyaman dan kondusif, pemerintah 
perlu meningkatkan pelindungan di ruang digital. 
Adapun strategi dalam meningkatkan pelindungan 
masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan 
menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat 
di ruang digital, menerapkan tata kelola teknologi 
baru (seperti kecerdasan artifisial, blockchain, dsb 
di ruang digital), memperkuat pelindungan data 
pribadi, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi 
penyidikan digital.

D. Pengawasan Ruang Digital
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Menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat di ruang digital

Memperkuat pelindungan data pribadi masyarakat
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Memperkuat pelindungan masyarakat di ruang digital

Meningkatkan Kecepatan dan Akurasi Penyidikan Digital
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b. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas 
digital masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong 
banyak perubahan pada aktivitas masyarakat. 
Aktivitas masyarakat saat ini cenderung didominasi 
pada platform digital karena menawarkan 
kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran 
aktivitas masyarakat ke ruang digital dibayangi oleh 
ancaman keamanan dan penipuan online.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas 
masyarakat di ruang digital, pemerintah perlu 
menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi 
aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat 
dilakukan diantaranya dengan memperkuat 
pelindungan aktivitas masyarakat di ruang digital dan 
menyediakan layanan publik bidang pengawasan 
ruang digital.

Memperkuat pelindungan aktivitas masyarakat di ruang digital
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Menyediakan Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital

a. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional
sesuai kebutuhan industri ke depan

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, 
pembangunan SDM digital menjadi salah satu 
komponen penting untuk mendukung ekosistem 
digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM 
digital difokuskan pada percepatan peningkatan 
kualitas dan produktivitas masyarakat.

Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya 
strategis, meliputi akselerasi pengembangan 
kompetensi digital SDM nasional agar sesuai 
kebutuhan industri, mempercepat akselerasi 
kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan 
digital, serta mengakselerasi masyarakat digital 
untuk bisa bijak dan produktif dalam menggunakan 
internet.

Untuk mengurangi gap pada kualitas dan kuantitas 
SDM digital di Indonesia, ketersediaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi jumlah 
maupun kompetensi menjadi salah satu komponen 
penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan 
digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri 
dan dinamika teknologi yang terus berkembang. 
Namun demikian, untuk menyiapkan SDM digital 
masih menghadapi tantangan berupa akses 
keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan 
berkualitas.

Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja 
dengan keterampilan spesifik yang belum 
sepenuhnya tersedia di pasar tenaga kerja saat 
ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani gap 
tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis 
melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan 
yang accessible untuk masyarakat, pengembangan 
ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta 
penguatan upaya link and match SDM digital. 

E. SDM dan Masyarakat Digital 
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Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Talenta Digital

Meningkatnya SDM Vokasi yang Bertalenta Digital
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Meningkatnya Relevansi Standar Kompetensi Bidang Komdigi dengan Industri

Meningkatnya Pemanfaatan Data SDM Digital dalam mendukung Perencanaan 
Kebijakan SDM Digital Nasional
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Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi yang Selaras 
dengan Kebutuhan Pasar Kerja

b. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan 
kepemimpinan digital

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan 
yang lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi, 
diperlukan SDM ASN yang memiliki keterampilan 
digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu 
mendukung penerapan layanan e-government, 
tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang 
dinamis.

Selain itu, kepemimpinan ASN juga menjadi 
elemen penting dalam proses transformasi digital, 
agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan 
menginisiasi kebijakan digital yang tepat sasaran. 
Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi 
seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan 
ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan 
dengan lambat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan 
langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan 
pengembangan keterampilan digital yang mencakup 
penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, 
serta akses terhadap modul-modul pembelajaran 
digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di 
seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. 

Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN 
digital juga diperlukan untuk memastikan agar para 
pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi 
digital secara lebih optimal.
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Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital

Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemenkomdigi di Era Digital

Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan SDM Aparatur 
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Meningkatnya Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk 
Produktivitas

c. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak 
dalam menggunakan internet 

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, 
penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya 
menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, 
tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat 
tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan 
teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun 
demikian, kemajuan dan kemudahan teknologi 
ini juga membawa tantangan tersendiri seperti 
penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk 
hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas 
hidup.

Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan 
penyalahgunaan internet yang terlihat dari 
maraknya praktik judi online, penyebaran hoaks, 
konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang 
merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, 
diperlukan langkah strategis melalui pemberian 
literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang 
mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta 
pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses 
oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital 
juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok 
masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan 
inklusif.
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a. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik 
Nasional

Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan komunikasi publik difokuskan untuk 
mewujudkan penyelenggaraan informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis 
dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada 
kepentingan masyarakat. Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas komunikasi 
publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan penguatan 
kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi.

Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi melaksanakan pengelolaan komunikasi 
publik terhadap berbagai program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan 
meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk 
membangun narasi positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat citra dan 
legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan 
manusia unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam 
menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik.

Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong 
partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. 
Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk 
menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan 
penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi publik yang 
berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi 
publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. 

Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan 
informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, 
komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif 
dan berkelanjutan.

F. Komunikasi Publik dan Media
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Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Meningkatnya Kualitas Konten Informasi Publik
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Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik

Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital
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b. Meningkatnya Kepatuhan 
dalam Pelaksanaan 
Keterbukaan Informasi 
Publik

Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam 
memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai 
salah satu upaya dalam membangun pemahaman 
serta kepercayaan masyarakat terhadap program 
dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas 
konten informasi publik selama ini didukung oleh 
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi undang-
undang tersebut masih menghadapi tantangan 
seperti akses informasi yang belum sepenuhnya 
cepat dan mudah serta cakupan informasi yang 
masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkomdigi aktif 
terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-
undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum 
yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus 
memberikan kepastian hukum bagi badan publik 
dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi 
Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang 
bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan 
dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat 
krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang 
disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen 
penting untuk membangun persepsi positif dan 
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda 
prioritas pemerintah.

Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
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Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, 
Kemenkomdigi turut berperan dalam menaungi 
tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi Informasi 
Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan 
Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan 
kesekretariatan dan penganggaran. Secara 
substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung 
jawab kinerja secara langsung kepada Presiden 
sesuai mandat peraturan perundangan-undangan 
di masing-masing lembaga. 

Penyelenggaraan komunikasi publik melalui 
lembaga kuasi menekankan pada peningkatan 
kualitas pengelolaan media dalam ekosistem 
informasi, mengingat media massa memiliki fungsi 
dalam menyebarkan informasi publik dan menjaga 
akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung 
jawab.

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem 
informasi
Media massa berperan sebagai saluran utama 
dalam penyebaran informasi publik serta menjadi 
wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai 
isu, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan 
akuntabilitas informasi. Di era digital, media 
arus utama menghadapi tantangan besar akibat 
pergeseran pola konsumsi informasi ke media 
sosial. Maraknya berita hoaks dan disinformasi tidak 
hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga 
berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk 
mengatasi hal ini, strategi peningkatan kualitas 
pengelolaan media diarahkan pada penguatan 
media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, 
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), dengan fokus 
pada kemerdekaan pers yang berintegritas dan 
peningkatan kualitas penyiaran nasional. Dalam 
mendukung strategi tersebut, peran lembaga kuasi 
publik menjadi sangat mendasar. 

Dewan Pers berperan dalam menjaga standar 
jurnalisme profesional melalui sertifikasi media, 
peningkatan kompetensi wartawan, serta 
penguatan regulasi yang menjamin independensi 
pers dan menangkal berita hoaks.  Selanjutnya, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan 
kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan 
adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. 
Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) 
melengkapi ekosistem ini dengan memastikan 
hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi, 
termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi 
secara adil dan independen. Sinergi antara Dewan 
Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan pelaku industri 
media menjadi landasan penting dalam membangun 
ekosistem media yang kredibel, mendorong 
transparansi, serta memastikan keberlanjutan 
industri media.

G. Kuasi Publik
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Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional

Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

Memperkuat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
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a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di 
Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan digital nasional, Komdigi 
menempatkan transformasi internal sebagai fondasi 
utama melalui penguatan manajemen yang adaptif 
dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk 
membangun tata kelola yang responsif terhadap 
perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, 
maupun kebutuhan masyarakat. Manajemen yang 
adaptif berarti mampu mengantisipasi tantangan 
serta menyesuaikan strategi dan operasional 
secara tepat waktu, sementara manajemen yang 
resilien menekankan ketahanan organisasi dalam 
menghadapi krisis dan disrupsi. 

Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi proses 
kerja, pemanfaatan data dalam pengambilan 
keputusan, pengembangan SDM berbasis 
kompetensi dan kinerja, serta penguatan sistem 
monitoring dan evaluasi yang berorientasi hasil. 
Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur 
manajerial yang siap mendorong transformasi digital 
secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam mendukung transformasi digital nasional 
membutuhkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan 
berorientasi outcome, sehingga Komdigi perlu 
melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan 
pelaksanaan program dan kebijakan berjalan 
secara efektif. Untuk itu, Komdigi perlu mendorong 
peningkatan kualitas SDM yang berakhlak serta 
penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai 
fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan 
itu, peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh 
unit kerja juga menjadi prioritas guna memastikan 
transparansi dan keterukuran hasil kerja.

Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan 
hukum diperlukan untuk menjamin kepastian 
pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi 
kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra 
positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, 
Komdigi melakukan penataan layanan umum dan 
pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan sesuai 
ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi 
layanan digital dan sistem data internal.

Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola organisasi Komdigi yang 
efektif dan tepat fungsi

H. Dukungan Manajemen
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Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 
Kementerian Komdigi
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Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum 
di Lingkungan Kementerian Komdigi

Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif 
Kementerian Komdigi
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Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib
dan sesuai peraturan perundang-undangan

Menyelenggarakan layanan umum yang efektif dan efisien
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Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada
pengguna di lingkungan Komdigi

Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi 
yang harmonis dan berdampak
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Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja

b. Meningkatnya efektivitas 
koordinasi kerja sama 
internasional dalam 
memperkuat transformasi 
digital bermakna

Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah 
internasional serta memastikan hasil kerja sama 
berdampak langsung pada pembangunan digital 
nasional, Komdigi akan mendorong peningkatan 
efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang 
lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan.

Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas 
tata kelola kerja sama internasional, termasuk 
penguatan peran Komdigi dalam forum global, 
penajaman agenda prioritas yang selaras dengan 
kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas 
diplomasi digital.
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Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional yang efektif, 
berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis Komdigi
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Konektivitas Digital

Untuk mendukung penuntasan blank-spot di daerah dan peningkatan kualitas internet di 
seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan 
dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung hal ini 
diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi. Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, 
meski masih perlu dilakukan revisi. 

Beberapa yang belum terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:

Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access (FWA) dan Fixed 
Mobile Convergence (FMC) untuk mendukung penetrasi internet broadband 
berkapasitas Gigabit;
Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model 
bisnis yang ada;
Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan 
telekomunikasi;
Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan 
telekomunikasi;
Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP).

a.

b.

c.

d.

e.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam mengakselerasi transformasi digital, 
sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun dan 
mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk 
memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkomdigi, 
serta menjadi acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam 
membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. 

Dalam upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan di 
masa depan. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka 
Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi, tetapi juga menjabarkan peran strategisnya 
dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol internet secara lebih 
lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet. 

Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:

Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol 
(IP) dan Autonomous System Numbers (ASN) untuk menyelenggarakan 
layanan Internet;
Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk 
Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;
Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh 
penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access 
Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang 
ditunjuk Pemerintah;

a.

b.

c.

Kerangka Regulasi
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Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Regulasi 
ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 7 Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian. 

Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:

Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman, perlu dilakukan dukungan 
terhadap perlindungan pada perangkat digital. Untuk menjamin keamanan bagi 
masyarakat, Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan penanganan 
pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau dicuri untuk mengurangi 
peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur 
pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke 
Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity 
untuk ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut.

Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target implementasi IPv6 
sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan target Kemenko Perekonomian yang 
tertulis pada Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 
2030. 

Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu adanya rancangan 
peraturan presiden tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama 
menara telekomunikasi. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari 
perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi 
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang 
mendasarinya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait 
pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan 
Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower 
provider dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah 
masing-masing.

Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia, yang meliputi:

Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini meliputi 
ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dan penanganan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) 
Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan 
optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait prosedur perizinan, 
yang masih berlaku dan saling beririsan.

Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh 
ekosistem internet di Indonesia;
Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan 
SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi 
masyarakat pengguna layanan internet.

Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan 
IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan 
internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, 
memastikan terpenuhinya Service Level Agreement (SLA) pelayanan Nomor IP 
baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.

a.

b.

a.

b.

d.
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Sebagai upaya dalam mendukung 
terciptanya ekosistem digital yang adil, 
akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan 
adanya kerangka regulasi yang dapat 
mengatur dinamika perkembangan 
teknologi dan menjawab tantangan 
sekaligus memanfaatkan peluang yang 
ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis 
yang dapat dilakukan adalah penyusunan 
Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem 
Digital, yang merupakan peraturan turunan 
dari Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini 
akan menjadi landasan dalam memastikan 
keseimbangan antara perlindungan 
masyarakat, penguatan daya saing 
pelaku usaha, dan pengendalian risiko 
yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut, 
aturan ini dirancang untuk menciptakan 
ekosistem digital yang memastikan prinsip 
fair playing field untuk seluruh pelaku 
ekosistem digital.

Dalam mendukung pengembangan 
ekosistem industri digital untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi digital nasional, 
diperlukan perhatian pada sektor-sektor 
yang diproyeksikan memiliki potensi besar 
untuk memberikan kontribusi signifikan, 
salah satunya adalah pengembangan 
industri gim. Oleh karena itu, diperlukan 
kerangka pengaturan yang mendukung 
inovasi sekaligus memberikan kepastian 
hukum bagi para pelaku di dalamnya. 
Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan 
dilakukan Rancangan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Digital tentang Penerbit 
Gim disusun untuk menjadi landasan 
regulasi yang mampu mengakomodasi 
perkembangan industri gim Indonesia 
secara berkelanjutan. 

Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah penyelenggaraan 
layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, beberapa permasalahan 
yang dihadapi saat ini:

Ekosistem Digital
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Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan sejak ditetapkannya 
Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam 
pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui payung hukum berupa 
Perpres No. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 
tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Walaupun begitu, pengembangan 
SPBE nasional masih menemui berbagai isu dan permasalah diantaranya yaitu duplikasi 
aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas data dan aplikasi 
pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan clearance yang belum optimal hingga tata 
kelola ekosistem pusat data nasional yang belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai Chief Technology Officer pada tim koordinasi 
SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam pembinaan domain arsitektur 
aplikasi dan infrastruktur SPBE nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk 
memperkuat peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah digital 
yang berbasis masyarakat. 

Adapun kerangka regulasi yang dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan 
terkait hal-hal sebagai berikut.

Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya proses Analog Switch 
Off (ASO) menandai transisi penuh dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. 
Maka, diperlukan penyesuaian terkait perkembangan penyiaran ke depan.

Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara lain:

Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih terpusat di Kawasan 
Indonesia Barat;
Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;
Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi 
Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional 
LPU

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital 
Indonesia
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit 
Gim
Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies
Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 
Umum Layanan Pos Universal
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Revisi Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana 
Dasar Teknis Penyiaran.
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Integrated 
Broadcast Broadband (IBB) 
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan 
Penyiaran Melalui Free-To-Air (FTA) satelit

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis 
dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah 
Berbasis Elektronik
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem 
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

a.

b.
c.

d.

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

a.

b.

Pemerintah Digital
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Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan 
Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan 
Pusat Data Nasional
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan 
Informatika
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi 
Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas

c.

d.

e.

f.

Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring meningkatnya 
pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, 
aktivitas di ruang digital memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman 
terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang 
tidak akurat, penyebaran konten ilegal hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh 
karena itu, kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif 
menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman, kondusif, dan 
berdaulat.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke 
depan (2025-2029) diantaranya sebagai berikut.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data 
Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data pribadi masih melekat pada 
Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke depan perlu disusun kerangka regulasi untuk 
membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP 
secara menyeluruh.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan 
ini menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan PDP selama masa 
transisi.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik, revisi pada peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan 
amanat atas perubahan substansial dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Nama Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum 
Nama Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam pemangku 
kepentingan nama domain di Indonesia.
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa  
Pasal  dalam  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal  
21  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi  agar  
pengaturannya lebih jelas   dan   tidak   multitafsir.
Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas Digital yang 
mencakup tata kelola, standardisasi, teknologi, prosedur, dan keamanan bagi 
PSrE yang menerbitkan identitas digital, termasuk pengembangan use case/ 
perluasan layanan identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan 
Menteri.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Pengawasan Ruang  Digital
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Selain itu, pelindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas penting dalam 
pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap 
dampak negatif dari aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan 
paparan konten tidak pantas. Laporan Child Online Safety Index menunjukkan bahwa 
keamanan anak di ruang digital Indonesia masih sangat rendah, dengan peringkat 26 
dari 30 negara. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mengambil langkah konkret 
dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang terus 
meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang secara khusus 
mengatur pelindungan anak di ruang digital. Kemenkomdigi sedang menyiapkan 
regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak 
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 

Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, 
Layanan, dan Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak
Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam 
menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak;
Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban-kewajiban 
Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan 
Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak;
Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang digital. 

a.

b.

c.

d.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini 
diperlukan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs 
web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority 
Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga 
Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang 
mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, 
serta pengaturan yang lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan 
PSrE seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan 
sebagainya.

g.

Sebagai upaya menciptakan kualitas 
SDM digital yang sesuai dengan standar 
kebutuhan industri dan mengikuti 
perkembangan teknologi yang cepat, 
diperlukan adanya kerangka regulasi yang 
adaptif untuk mengatur penentuan kriteria 
standar kompetensi yang perlu dipenuhi 
oleh tenaga kerja di bidang digital. 
Langkah strategis yang dapat dilakukan 
adalah melalui Penyusunan Rancangan 
Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital 
tentang Rencana Induk Pengembangan 
SKKNI bidang Komdigi. 

Regulasi ini disusun setiap tahun 
untuk memastikan pembaruan standar 
kompetensi yang terus relevan dengan 
dinamika industri. Regulasi ini tidak 
hanya akan menjadi acuan dalam 
mengidentifikasi, menetapkan, dan 
mengembangkan standar kompetensi 
yang relevan dengan kebutuhan industri 
tetapi juga bertujuan untuk memastikan 
kesesuaian antara keterampilan SDM 
digital dengan tren teknologi terkini. 
Sehingga, akan bermanfaat bagi 
lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi 
dalam merancang program-program 
yang relevan dan berkualitas. Dengan 
demikian, SDM digital yang dihasilkan 
dapat siap menghadapi tantangan di masa 
depan sekaligus mendukung pelaksanaan 
transformasi digital nasional.

SDM dan Masyarakat Digital
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Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023, teridentifikasi kendala pada 
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP). Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah 
pada tatanan norma yang diatur dalam UU KIP, yakni terkait ambiguitas fungsi 
Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi 
publik) atau kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian 
sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain itu, adanya 
perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan 
definisi serta ruang lingkup keduanya perlu dilakukan  peninjauan. Melalui 
pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan 
revisi terhadap UU KIP yang diserahkan kepada Kemenkomdigi.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik 
Nasional (SKPN)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 
9 Tahun 2015, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih memposisikan 
masyarakat sebagai entitas pasif, dengan pendekatan top-down yang belum 
mengarah pada kebutuhan layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama 
yang hanya pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah 
telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan dukungan 
publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem 
Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat 
komunikasi publik dengan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan 
masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045, untuk mengatur 
aspek-aspek strategis seperti komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, 
komunikasi strategis, serta akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.

a.

b.

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola 
dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagai landasan hukum dan pedoman 
strategis untuk menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan. 
Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka regulasi juga 
memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta evaluasi yang efektif dalam 
pengelolaan komunikasi publik. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif tidak 
hanya memperkuat tata kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan 2025-2029 pada 
bidang komunikasi publik dan media antara lain sebagai berikut.

Komunikasi Publik dan Media
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Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2023 
menekankan perlunya optimalisasi peran Bakohumas dalam mendukung 
kehumasan pemerintah, meliputi perancangan program kehumasan 
nasional, menetapkan isu strategis, penyusunan best practices kehumasan, 
pembinaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, 
serta meningkatkan kapasitas anggota humas untuk menghadapi tantangan 
transformasi digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat kerjasama 
antar humas pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi terkait narasi 
tunggal dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang 
mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 
Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik

Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan bahwa 
komunikasi publik masih bersifat top-down dan memposisikan masyarakat 
sebagai entitas pasif, sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat 
terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik yang modern 
memerlukan pendekatan partisipatif dan integratif. Untuk itu, diperlukan 
regulasi yang mendorong perubahan paradigma komunikasi publik, termasuk 
pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi, sehingga 
mampu memperkuat respons pemerintah terhadap partisipasi masyarakat 
serta meningkatkan kualitas keterlibatan publik.

c.

d.
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Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di 
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta memperkuat pengawasan 
internal yang akuntabel, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. 
Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen yang 
berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan 
keputusan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang transparan, 
responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional. 

Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:

Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 
Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika
Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman 
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika

a.

b.

c.

Dukungan Manajemen

Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Inspektorat Jenderal
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Komunikasi dan Digital
Staf Ahli Bidang Hukum
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
Staf Ahli Bidang Teknologi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi 
berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan prioritas pemerintah 
untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. 
Penetapan perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 
tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan 
urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Digital. 

Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh Wakil Menteri Kemenkomdigi 
serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

Kerangka Kelembagaan
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Sebagai tambahan, dalam mendukung 
penyediaan infrastruktur, terdapat 
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 
Informasi (BAKTI), yang berperan sebagai 
unit organisasi non-eselon di lingkungan 
Kemenkomdigi dan berada di bawah 
naungan Menteri Komunikasi dan Digital 
serta bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Infrastruktur Digital. Hingga 
saat ini, Organisasi dan tata kerja BAKTI 
masih mengacu pada Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 4 
Tahun 2023. Namun demikian, saat ini 
tengah dilakukan proses penyesuaian 
kelembagaan penyusunan struktur 
organisasi yang baru. 

Sementara itu, dalam mendukung 
penyediaan infrastruktur digital pemerintah 
seperti ekosistem pusat data nasional 
dan jaringan intra pemerintah, perlu 
dibentuk unit organisasi non-eselon yang 
berperan dalam mengatur dan mengelola 
penyelenggaraan ekosistem pusat data 
nasional. 

Unit organisasi ini akan berada di 
lingkungan Kemenkomdigi dan berada di 
bawah naungan Menteri Komunikasi dan 
Digital serta bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah 
Digital.

Kemudian, dalam mendukung 
pelindungan data pribadi masyarakat, 
perlu dibentuk Lembaga Pelindungan 
Data Pribadi, yang berperan sebagai 
unit organisasi non-eselon di lingkungan 
Kemenkomdigi dan berada di bawah 
naungan Menteri Komunikasi dan Digital 
serta bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Pengawasan Ruang Digital. 

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan 
tugas dan pencapaian sasaran strategis 
yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan 
melakukan penguatan terhadap struktur 
organisasi yang ada. Penguatan ini juga 
dilakukan untuk memperjelas peran 
dan tanggung jawab atas fungsi yang 
dijalankan untuk mendukung visi misi 
kementerian, sehingga dapat mewujudkan 
pembangunan nasional secara optimal.
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Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, serta 
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi 
dan Digital dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025 
– 2029 adalah sebagai berikut:

Target Kinerja
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Tabel 5. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Renstra Kemenkomdigi 2025-2029
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Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan 
kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 
2025 – 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. 
Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan bersumber 
dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 
luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga 
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). 

Kemenkomdigi berkomitmen untuk mengelola 
keuangan negara yang bersumber dari APBN 
secara akuntabel, optimal dan transparan serta 
tetap fokus pada pencapaian sasaran program 
dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya 
agenda pembangunan nasional.

““Kerangka Pendanaan
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Rencana Strategis Kementerian 
Komunikasi dan Digital 2025-2029 
merupakan dokumen yang dirancang untuk 
menjawab tantangan dan memanfaatkan 
peluang di tengah dinamika transformasi 
digital yang semakin berkembang. Searah 
dengan visi pembangunan nasional 
kedepan menuju Indonesia Emas 2045, 
dokumen ini mengintegrasikan visi dan 
misi pembangunan nasional sebagaimana 
tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase 
pertama dan RPJMN 2025-2029, dengan 
kebutuhan dan tantangan di bidang 
komunikasi dan digital guna Mewujudkan 
Transformasi Digital Bermakna Menuju 
Kedaulatan dan Kemandirian Digital 
Indonesia. 

Renstra ini dirancang sebagai panduan 
bagi Kemenkomdigi dalam mendorong 
dan mengimplementasikan berbagai 
kebijakan, program, serta inovasi yang 
bertujuan untuk penguatan infrastruktur 
digital nasional, pengembangan ekosistem 
digital, dan penguatan komunikasi publik 
dan media. Penguatan infrastruktur 
digital bertujuan untuk memastikan akses 
teknologi yang merata, andal, dan aman, 
di sisi pengembangan ekosistem digital 
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan 
sektor ekonomi berbasis teknologi, 
menciptakan inovasi, dan memperkuat 
kolaborasi. Sementara itu, penguatan 
komunikasi publik dilakukan dengan 
memastikan penyebaran informasi yang 
transparan dan akurat.

Arah pembangunan tersebut kemudian 
dijabarkan melalui berbagai program 
strategis yang mencakup penguatan 
tata kelola, peningkatan daya saing dan 
inovasi digital, percepatan digitalisasi 
di berbagai sektor, pengembangan 
masyarakat yang cakap digital, 
penciptaan ruang digital yang aman dan 
kondusif, serta penguatan komunikasi 
publik melalui diseminasi informasi 
yang efektif. Berbagai target ambisius 
ditetapkan untuk mencapai kepentingan 
nasional, yang dalam pelaksanaannya 
memerlukan langkah-langkah strategis 
dan indikator keberhasilan yang terukur 
bagi pembangunan nasional, terutama 
dalam mendorong transformasi digital 
yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi 
pedoman kerja, tetapi juga sebagai wujud 
komitmen Kementerian Komunikasi dan 
Digital dalam memanfaatkan teknologi 
untuk mendukung pembangunan 
nasional secara berkelanjutan. Dengan 
semangat gotong royong, Indonesia 
memiliki peluang besar untuk menjadikan 
transformasi digital sebagai kekuatan 
utama dalam menciptakan masa depan 
yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya 
saing bagi seluruh masyarakat. 

Penutup
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